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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-

lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 

modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, 

retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan 

ekonomi. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini  adalah belanja 

modal. Populasi dalam penelitian ini Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-

2020. Metode pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh. Dalam penelitian 

ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2017-2020. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari 

pengujian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang 

sah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan 

terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal.  

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dana alokasi 

khusus, pertumbuhan ekonomi, belanja modal 
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ABSTRACT 

This research aims to examine the influence of regional taxes, regional levies, other 

legitimate funds, special allocation funds and economic growth on capital 

expenditure. The independent variables in this research are the influence of regional 

taxes, regional levies, other legal matters, special allocation funds and economic 

growth. The dependent variable or dependent variable in this research is capital 

expenditure. The population in this research is districts/cities in Central Java 

Province in 2017-2020. The sampling method is saturated sampling technique. This 

research uses secondary data in the form of APBD realization reports for 2017-2020. 

The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this 

test show that regional taxes, regional levies, other legitimate funds, special 

allocation funds and economic growth have a significant positive effect on capital 

expenditure. Meanwhile, regional levies have no effect on capital expenditure. 

Keywords: regional taxes, regional levies, other legal matters, special allocation 

funds, economic growth, capital expenditure 
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INTISARI 

 

Belanja modal merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk membeli dan 

memperoleh aset dan aset lainnya yang memiliki bermanfaat dalam jangka waktu 

lebih dari 12 bulan dan bisa digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal 

digunakan untuk membangun fasilitas publik yang akan digunakan untuk kegiatan 

masyarakat.  

Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh pada peningkatan alokasi belanja 

modal seperti pajak daerah, dana alokasi khusus, lain-lain pad yang sah, retribusi 

daerah, dan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Data 

yang digunakan bersumber dari DJPK KemenKeu dan Badan Pusat Statistik. 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pajak daerah,  retribusi daerah, lain-

lain pad yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Maryati et al., (2022) menyatakan desentralisasi fiskal merupakan proses 

dimana otoritas keuangan dialihkan dari otoritas pusat ke otoritas daerah. Pendapatan 

asli daerah yang meliput pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah 

menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal 

bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah, memanfaatkan sumber-sumber 

keuangan lokal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila PAD yang 

lebih besar maka pemerintahan atau otoritas daerah memiliki lebih banyak 

kewenangan dalam kebijakan otonomi. Peningkatan investasi dalam belanja modal 

oleh pemerintah daerah, yang didorong oleh pendapatan asli daerah akan 

berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dalam menyusun anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD), perlu mempertimbangkan pendapatan daerah 

yang tersedia untuk menentukan alokasi belanja modal. 

Dokumen perencanaan keuangan tahunan, yang dukenal sebagai APBD 

disusun secara bersama oleh DPRD, kemudian disetujui bersama dan ditetapkan 

menjadi peraturan daerah. Antara Pemda maupun DPRD yang memiliki keterkaitan 

hubungan keagenan akan membentuk Peraturan Daerah yang di dalamnya terdapat 

pihak eksekutif sebagai pembuat rancangan APBD dan pihak legislatif yang menjadi 

penetap peraturan tersebut (Maryati et al., 2022) 
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Efisiensi dan efektivitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengelolaan APBD pada suatu daerah. Apabila Pemda mampu mengelola APBD 

secara efektif dan efisien maka akan terwujud peningkatan pembangunan daerah dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun apabila Pemda kurang mampu dan kurang 

efisen dalam manajemen APBD yang kurang efektif bida menjadikan penghalang 

bagi otoritas daerahh dalam upaya mendorong pembangunan serta kesejahteraan 

masyarakat. (Mundiroh, 2019).  

Masalah yang seringkali dihadapi oleh Pemda adalah jumlah PAD yang kecil 

dengan tanggungan kebutuhan yang besar. Kurangnya kreativitas Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan APBD dapat berdampak pada pemerintah di atasnya, seperti 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang harus menambah porsi dana 

perimbangan pada daerah tersebut. Masalah lainnya yang berkaitan dengan belanja 

modal adalah ketika penerimaan daerah baik yang berumber dari PAD, DAU maupun 

DBH yang bertambah namun tidak sejalan dengan peningkatan jumlah alokasi 

belanja modal sehingga infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat belum juga 

terealisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemda masih kurang berkomitmen 

terhadap upaya perbaikan nilai pada pelayanan publik melalui pengembangan dan 

pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan 

ekonomi (Mundiroh, 2019). 

Menurut Wahyudi & Handayani (2015), Salah satu tantangan utama yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah terletak pada pengalokasian anggaran. Secara 

umum, pemerintah daerah cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk 
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belanja operasional daripada belanja modal. Pemerintah daerah perlu memastikan 

bahwa penerimaan yang diperoleh dialokasikan secara efektif untuk belanja daerah 

yang produktif, sehingga menghindari pemborosan anggaran, terutama dalam konteks 

sumber daya yang terbatas, contohnya melalui aktivitas pembangunan. Dilihat 

melalui Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-

2020 mengalami ketidakstabilan Belanja Modal terutama pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang cukup tinggi. Belanja Modal juga dianggap lebih rendah 

dibandingkan belanja kementerian dan lembaga lainnya.  

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan 

periode sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal menurun sebesar 

(28,33%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (24,01%). Penurunan 

tersebut terjadi karena adanya penundaan dalam penandatanganan kontrak pekerjaan 

akibat revisi atau blokir lelang, yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 terutama 

untuk kontrak multiyears. Saat ini, masih terdapat blokir anggaran belanja modal 

sebesar Rp255,02 miliar. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang memiliki presentase yang 

lebih tinggi daripada belanja modal. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan publik 

menurun karena alokasi dana banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya tidak 

publik (Widiani et al., 2022). 
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Pajak daerah, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang no 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pembayaran yang harus dipenui 

oleh individu atau entitas kepada pemerintah atau otoritas daerah tanpa imbalan 

langsung yang setara. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku, dan dana yang terkumpul digunakan untuk 

mendukung kegiatan operasional dan pembangunan pemerintah daerah. Undang-

undang no. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah (2010) suatu bentuk 

pemungutan yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan 

sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan secara khusus oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan mereka adalah yang disebut dengan retribusi 

daerah. Salah satu simber pendapatan utama bagi daerah yang sangat prnting untuk 

mendukung operasional pemerintah daerah, adalah pajak dan retribusi daerah. 

Biaya yang diberikan kepada pemerintah atau otoritas daerah seebagai 

imbalan atas layanan atau izin tertentu yang mdiberikan secara khusus adalah disebut 

dengan retribusi. Ini merupakan bentuk kompensasi langsung yang diberikan oleh 

masyarakat kepada pemerintah untuk layanan yang mereka terima dan mereka 

butuhkan.pemerintahan daerah dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh pendapatan 

dari retribusi daerah sebagai sumber pendapatan untuk belanja daerah (Murti & 

Trisnawati, 2021).  

Segala bentuk hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang sah  selain 

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dianggap sebagai lain-lain pendapatan 
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asli daerah yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku. UU 

Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI] (2014) 

Pendapatan daerah berasal dari aset lain yang dimiliki oleh otoritas daerah meliputi 

hasil penjualan aset milik daerah secara keseluruhan, penerimaan atas penyediaan 

layanan giro, penerimaan dari klaim ganti rugi daerah, dan bentuk lainnya yang 

timbul hasil penjualan maupun pemberian barang maupun pelayanan pemerintahan 

daerah. 

Menurut djpk kemenkeu, dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal 

atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang 

diberikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan khusus dalam 

kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dana. Pemerintah 

pusat menggatur penggunaan dana alokasi khusus untuk kegiatan keluarga berencana, 

kesehatan, pendidikan, infrastuktur jalan jembatan dan irigasi, sanitasi atau air 

minum, fasilitas otoritas daerah, kehutanan, infrastruktur pedesaan, pertanian, 

perdagangan, perikanan serta  kelautan, semuanya merupakan komponen dalam 

belanja  modal. 

Perkembangan ekonomi yang meningkat akan mendorong pembangunan 

wilayah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui investasi dalam 

belanja modal yang diwujudkan dalam bentuk proyek pembangunan yang bertujuan 

untuk kepentingan masyarakat. Dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang 

otonom, kewenangan diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus 
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pengelolaan sumber daya keuangan yang berasal dari wilayan mereka. (Waskito et al., 

2019). 

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif adalah salah satu 

tujuan utama dalam suatu pemerintahan. Sama hal nya dengan pencapaian 

pembangunan ekonomi juga sangat diharapakan bisa direalisasikan. Beberapa tanda 

dari kemajuan ekonomi meliputi peningkatan  kinerja produksi dan pendapatan yang 

akan berdampak pada kemajuan kesejahteraan. Pemerintah berupaya meningkatkan 

pertumbuhan dalam ekonomi dengan pengoptimalkan pengelolaan sumber daya 

melalui bisnis strategi termasuk kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan 

peluang pekerjaan baru di daerah tersebut. Secara umum, setelah terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, investasi dalam belanja modal akan juga meningkat meskipun 

dalam skala yang tidak terlalu signifikan (Mundiroh, 2019). 

Pajak daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah dikenakan pada belanja modal 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Apabila  semakin tinggi pajak 

daerah, semakin tinggu juga tingkat belanja modal yang diperoleh pemerintah daerah. 

Menurut penelitian Murti & Trisnawati (2021), Sudika & Budiartha (2017), Martini 

et al. (2022) pajak daerah memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada 

belanja modal. Menurut Ameilia & Syaifuddin (2022), Wahyudi & Handayani (2015) 

pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. 

Rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan fasilitas dalam melakukan 

pembayaran serta pelaporan biaya penggunaan fasilitas umum, sehingga dana yang 
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diperoleh dari hasil retribusi daerah digunakan untuk memperbaiki fasilitas umumitu 

sendiri. Pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan retribusi daerah kurang baik 

sehingga pendapatan retribusi daerah masih rendah. Menurut  Ramlan et al., (2016), 

Wahyudi & Handayani (2015), Intani & Waluyo (2018) Retribusi Daerah memiliki 

pegaruh secara positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Murti & 

Trisnawati (2021), Sudika & Budiartha (2017) Retribusi Daerah tidak mempengaruhi 

Belanja modal. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sumber PAD lain-lain 

yang sah dapat meningkatkan investasi belanja modal pada pemerintah daerah. 

Semakin besar penerimaan daerah, semakin besar pula investasi dalam belanja modal 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Ramlan et al. (2016), Martini et al. 

(2022), Suparta (2021)menyatakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

memiliki pengaruh positif san dingnifikan terhadap belanja modal. Sedangkan 

menurut Murti & Trisnawati (2021), lain-lain pendapatan asli daerah  yang sah tidak 

memiliki pengaruh terhadap belanja modal  

Alokasi dana yang berasal dari peningkatan transfer APBN dan ditujukan 

secara khusus ke daerah tertentu, digunakan untuk mendukung kegiatan yang terkait 

dengan kepentingan daerah, sejalan dengan prioritas nasional. Peningkatan belanja 

modal tersebut ditandai dengan semakin besar jumlah transfef yang diberikan oleh 

pemerintah pusat. Menurut Murti & Trisnawati (2021),  Wandira (2013) dana alokasi 

khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.  Namun menurut Maryati 
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et al. (2022), Widiani et al. (2022) DAK tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi 

anggaran belanja modal 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam daerah akan berpengaruh terhadap 

perkembangan korporasi serta industri wi dilayah tersebut. Semakin berkembangnya 

industri, maka CSR dari korporasi tersebut akan semakin meningkat, terutama pada 

pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi penyusunan anggaran 

Belanja Modal pada APBD, di mana Pemda tidak lagi menggunakan Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah sebagai acuan. Menurut Sudrajat & Purniawati (2017), Ayem & 

Pratama (2018), Wertianti & Dwirandra (2013) Pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja modal. Menurut Mundiroh 

(2019),  Waskito et al. (2019) Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak qqberpengaruh qpada 

qalokasi qbelanja qmodal. q 

Belanja qmodal qsesuai qdengan qperaturan qpemerintah qno q71 qtahun q2010 qmerujuk 

qpada qpengeluaran qdan qberpotensi qmemberikan qmanfaat qtambahan qdalam qsatu qperiode 

qakuntansi qdan qdigunakan quntuk qkegiatan qproduktif qsepeti qproyek qpembangunan, 

qpeningkatan qinfrastruktuk qdan qfasilitas qumum. qPenurunan qalokasi qbelanja qmodal 

qdapat qberdampak qnegatif qterhadap qkemampuan qpemerintah qdaerah qdalam qmencapa 

qtujuan qpembangunan. 

Alokasi qbelanja qmodal qdapat qdigunakan qoleh qpemerintah qdaaerah qsebagai 

qsumber qpendanaan quntuk qmendukung qkegiatan qpemerintah qdan qproyek qpembangunan 

qdi qwilayah qtersebut. qMenurut qPemendagri qNomor q14 qTahun q2006, qsalah qsatu 

qpenggunaan qBelanja qModal qadalah quntuk qmendanai qkegiatan qberkelanjutan qyang 
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qtermasuk qdalam qbeban qbelanja qdaerah qdan qmodal. qSemakin qtinggi qalokasi qanggaran 

qbelanja qmodal, qmaka qakan qsemakin qtinggi qjugs qrealisasi qbelanja qmodal qpemerintah 

qdaerah qkabupaten/kota. 

Tujuan qpenelitian qini qadalah quntuk qmemahami qdampak qdari qPajak qDaerah, 

qRetribusi qDaerah, qPendapatan qAsli qDaerah qlainnya qyang qsah, qDana qAlokasi qKhusus, 

qdan qPertumbuhan qEkonomi qterhadap qBelanja qModal. qPenelitian qini qbertujuan 

qmemperoleh qbukti qatau qdata qempiris qtentang qapakah qbelanja qmodal qdapat qdipengaruhi 

qoleh qfaktor-faktor qtersebut qapabila qdilakukannya qpemaksimalkan qpendapatan qpada 

qpemerintah qkhususnya qpada qprovinsi qjawa qtengah. qPenelitian qini qmengacu qpada 

qpenelitian qyang qdilakukan qoleh q q(Murti q& qTrisnawati, q2021). q 

Pada qpenelitian qsebelumnya qdan qpenelitian qini qterdapat qperbedaan qyang q 

qterletak qpada qtahun qpengamatan qdimana qpada qpenelitian qsebelumnya qmenggunakan 

qdata qtahun q2016-2018, qsedangkan qpenelitian qini qmenggunakan qtahun qpengamatan 

qterbaru qselama q2017 qhingga q2020. qAdanya qpenambahan qvariabel qindependen, qyaitu 

qpertumbuhan qekonomi q(Ayem q& qPratama, q2018) q, qdimana qPertumbuhan qekonomi 

qmemiliki qdampak qterhadap qbelanja qmodal qyang qdilakukan qoleh qpemerintah qdaerah. 

qKetika qpertumbuhan qekonomi qtinggi, qpemerintah qdaerah qakan qdidorong quntuk 

qmemajukan qpembangunan qdaerah qsecara qindependen qmelalui qalokasi qanggaran 

qbelanja qmodal. qIni qakan qdirealisasikan qdalam qberbagai qproyek qpembangunan qyang 

qbertujuan quntuk qkepentingan qmasyarakat qumum. qBerdasarkan quraian qmengenai 

qpermasalahan qdan qkajian qpenelitian qterdahulu, qmaka qpenulis qakan qmenjalankan 

qanalisis qpenelitian qyang qberjudul q“Pengaruh qPajak qDaerah, qRetribusi qDaerah, 



10 
 

 

qLain-Lain qPendapatan qAsli qDaerah qYang qSah, qDana qAlokasi qKhusus, qDan 

qPertumbuhan qEkonomi qTerhadap qBelanja qModal”. 

1.2.  Rumusan q qMasalah 

Sesuai qdengan qfenomena qbelanja qmodal qdan qtemuan qpenelitian qatau qresearch 

qgap qyang qdikemukakan qdi qatas qditemukan qmasalah, q“pemerintah qdaerah qcenderung 

qmengalokasikan qlebih qbanyak qanggaran quntuk qkeperluan qoperasional qdaripada qbelanja 

qmodal. qAkibatnya qbisa qmenyebabkan qpemborosan qanggaran qserta qmenghambat 

qpembangunan qdaerah qyang qbersifat qproduktif. qOleh qkarena qitu, qpemerintah qdaerah 

qperlu qmemastikan qbahwa qpendapatan qyang qdiperoleh qdialokasikan qsecara qefisien 

quntuk qinfestasi qdaerah qyang qmemberikan qhasil qbermmasnfaat qsecara qekonomi, qseperti 

qbelanja qmodal, qterutama qdalam qsituasi qsumber qdaya qyang qterbatas. qFaktor-faktor 

qseperti qPajak qDaerah, qRetribusi qDaerah, qLain-Lain qPendapatan qAsli qDaerah qyang qSah, 

qDana qAlokasi qKhusus, qdan qPertumbuhan qEkonomi qdapat qmempengaruhi qalokasi 

qbelanja qmodal.”. qOleh qkarena qitu, qdalam qpenelitian qini qdidapatkan qperumusan qmasalah 

qberikut qini q: qBagaimana qPajak qDaerah, qRetribusi qDaerah, qLain-Lain qPendapatan qAsli 

qDaerah qyang qSah, qDana qAlokasi qKhusus, qdan qPertumbuhan qEkonomi qmemberikaan 

qkontribusi qbagi qpemerintah qdaerah qdalam qmeningkatkan qbelanja qmodal? 

1.3.  Pertanyaan qPenelitian q 

Berdasarkan quraian qdalam qlatar qbelakang qyang qtelah qdisampaikan, qmaka qfokus 

qpermasalahan qyang qakan qdirumuskan qdari qpenelitian qini qadalah: 

1. Apakah qPajak qDaerah qberpengaruh qterhadap qBelanja qModal? 

2. Apakah qRetribusi qDaerah qberpengaruh qterhadap qBelanja qModal? 
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3. Apakah qLain-Lain qPAD qyang qSah qberpengaruh qterhadap qBelanja qModal? 

4. Apakah qDana qAlokasi qKhusus qberpengaruh qterhadap qBelanja qModal? 

5. Apakah qPertumbuhan qEkonomi qberpengaruh qterhadap qBelanja qModal? 

1.4.  Tujuan qPenelitian 

Sesuai qrumusan qmasalah qyang qtelah qdirumuskan, qtujuanyang qingin qpenelitian 

qini qcapai qyaitu q: 

1. Untuk qmenguji qpengaruh qPajak qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

2. Untuk q qmenguji qpengaruh qRetribusi qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

3. Untuk qmenguji qpengaruh qLain-Lain qPAD qyang qSah qterhadap qBelanja 

qModal 

4. Untuk q qmenguji qpengaruh qDana qAlokasi qKhusus qterhadap qBelanja qModal 

5. Untuk qmenguji qpengaruh qPertumbuhan qEkonomi qterhadap qBelanja qModal 

1.5.  Manfaat qpenelitian 

Diharapkan qhasil qpenelitian qini qakan qmemberikan qmanfaat qkepada qberbagai 

qpihak: q 

1) Manfaat qTeoritis 

Diharapkan qdapat qmemberikan qreferensi, qwawasan qdan qpengembangan qilmu 

qakuntansi qbagi qpihak qakademis qdan qdapat qberkontribusi qterhadap qliteratur qterkait 

qpenelitian qmengenai qpengaruh qPajak qDaerah, qRetribusi qDaerah, qLain-Lain 

qPendapatan qAsli qDaerah qyang qSah, qDAK qdan qPertumbuhan qekonomi qterhadap 
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qbelanja qmodal qsehingga qdapat qmemberikan qbukti qempiris qdan qvalid quntuk 

qmendukung qteori qbelanja qmodal quntuk qkepentingan qpenelitian qyang qakan qdatang. 

2) Manfaat qPraktis 

Bagi qpemerintah, qdengan qmeningkatkan qpenerimaan qpajak qdaerah, qretribusi 

qdaerah, q qlain-lain qpad qyang qsah, qdak, qdan qpertumbuhan qekonomi qpemerintah 

qdapat qmeningkatkan qalokasi qbelanja qmodal qdapat qdgunakan quntuk qmemperbaiki 

qinfrastruktur qserta qmeningkatkan qkesejahteraan qmasyarakat qdi qdaerah qtersebut 

qserta qdapat qmenyediakan qinfrastruktur qyang qdiperlukan quntuk qkelancaran 

qpelaksanaan qtugas qpemerintahan. q 
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BAB qII 

KAJIAN qPUSTAKA 

2.1. Landasan qTeori 

2.1.1. Teori qKeagenan 

Agency qtheory qatau qkeagenan qadalah qteori qyang qmenggambarkan qtentang 

qinteraksi qatau qhubungan qantara qprincipal q(pemilik) qdan qagen q(pelaksana) qdalam qsuatu 

qorganisasi qatau qperusahaan. qTeori qini qmembahas qbagaimana qprincipal qdapat 

qmemastikan qbahwa qagen qmelakukan qtugasnya qdengan qbaik qdan qtidak 

qmenyalahgunakan qkepercayaan qyang qdiberikan q(Jensen q& qMeckling, q1976). qDalam 

qsektor qpublik qagency qtheory qmelibatkan qperjanjian qkontraktual qantara qdua qentitas, 

qyaitu qprincipal q q(pihak qpemberi qkuasa) q qdan qpelaksana q q(agen), qyang qmana qprincipal 

qmemberikan qotoritas qpada qpelaksana qatau qagen quntuk qmembuat qkeputusan qdengan 

qnama qprincipal q(Murti q& qTrisnawati, q2021). 

 qAgency qtheory qmenjelaskan qtentang qhubungan qkontraktual qantara qdua qpihak, 

qyaitu qprincipal qdan qagent. qDalam qkonteks qbelanja qmodal, qteori qkeagenan qdapat 

qmenjelaskan qbagaimana qkeputusan qbelanja qmodal qdiambil qoleh qagen q(manajemen qatau 

qpemerintah qdaerah) qyang qbertindak qatas qnama qpemilik q(pemegang qsaham qatau 

qmasyarakat). qTerdapat qkonflik qkepentingan qantara qpemilik qyang qingin 

qmemaksimalkan qnilai qperusahaan qatau qkesejahteraan qmasyarakat, qsedangkan qagen 

qmungkin qmemiliki qmotivasi qpribadi qatau qkepentingan qyang qberbeda. qKonflik 

qkepentingan qini qdapat qmenimbulkan qrisiko qbagi qperusahaan qdan qdapat qmengurangi 

qkesejahteraan qmasyarakat. qTeori qkeagenan qmenyarankan qpendesainan qkontrak qyang 
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qtepat quntuk qmenyelaraskan qkepentingan qprincipal qdan qagent qdalam qhal qterjadi qkonflik 

qkepentingan. qMotivasi qpribadi qatau qkepentingan qyang qberbeda qpada qagen qdapat qterjadi 

qkarena qadanya qpemisahan qantara qkepemilikan qdan qpengelolaan qperusahaan. qAgen 

qmungkin qmemiliki qtujuan qyang qberbeda qdengan qprinsipal qkarena qmereka qtidak 

qmemiliki qkepemilikan qlangsung qpada qperusahaan qdan qmungkin qmemiliki qtujuan qyang 

qberbeda qdengan qprinsipal q(Widiani qet qal., q2022). q 

2.2. Variabel qPenelitian 

2.2.1. Belanja qModal 

Belanja qmodal qmerujuk qpada qpengeluaran qyang qdigunakan quntuk qmembeli qatau 

qmemperoleh qaktiva qtetap qserta qaset qlainnya qyang qbisa qbermanfaat q qdalam qjangka 

qwaktu qyaitu qlebih qdari q12 qbulan qdan qakan qdipakai quntuk qkegiatan qpemerintahan 

q(Maryati qet qal., q2022). qPemerintah qdaerah qakan qmerealisasikan qBelanja qModal quntuk 

qmembangun qfasilitas qpublik qyang qakan qdinikmati qoleh qmasyarakat. qBiaya 

qpembangunan qfasilitas qpublik qtersebut qbersumber qkontribusi qyang qdibayarkan qoleh 

qmasyarakat qsebagai qbentuk qtanggung qjawab qdan qkontribusi qsebagai qpengguna 

qlayanan, qtanpa qdisadari qoleh qmasyarakat q(Murti q& qTrisnawati, q2021). 

2.2.2. Pajak qDaerah q 

Iuran qatau qpungutan qkepada qnegara qyang qbersifat qwajib qdan qharus qdipenihi qdan 

qdibayar qoleh qinsividu qatau qentitas qyang qsudah qtercantum qdalam qperaturan qundang-

undangan qyang qberlaku, qtanpa qadanya qimbalan qlangsung qyang qdiberikan. qPajak qini 

qdialokasikan quntuk qmembiayai qoperasional qpemerintahan qdaerah qserta qmeningkatkan 
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qkesejahteraan qmasyarakat q(Rifai q& qPriono, q2022). qSalah qsatu qkomponen qPAD, qpajak 

qdaerah qseharusnya qselalu qperlu qdioptimalkan qdan qdigali qdari qsetiap qpotensi-potensi 

qyang qada quntuk qmembiayai qaktivitas qdan qkeperluan qpemerintah qdaerah. qPajak qdaerah 

qmempengaruhi qbelanja qmodal. qBelanja qmodal qakan qmeningkat qapabila qpajak qdaerah 

qyang qdihasilkan qtinggi qbegitupun qsebaliknya q(Martini qet qal., q2022) q 

Salah qsatu qsumber qpendapatan qasli qdaerah qadalah qPajak qDaerah, qdengan qtarif 

qyang qdiatur qdalam qPeraturan qDaerah q(Perda). qBeberapa qjenis qdari qpajak qdaerah, qtetapi 

qhanya qsedikit qyang qdapat qdiandalkan qsebagai qsumber qpendapatan. qContohnya 

qtermasuk qpajak qhotel, qpajak qbumi qdan qbangunan, qpajak qair qtanah, qpajak qpenerangan, 

qpajak qhiburan, q qpajak qreklame, qpajak qparkir, qserta qpajak qpada qrestoran. qPemerintah 

qdaerah qmemiliki qketerbatasan qdalam qmenciptakan qsumber qpendapatan qbaru qatau 

qmemperluas qsumber qpendapatan, qkarena qterikat qoleh qketentuan qyang qterdapat qdalam 

qUU qNo q28 qtahun q2009 qmengenai qpajak qdan qretribusi qdaerah. 

2.2.3. Retribusi qDaerah 

Manurut qRifai q& qPriono q(2022) qRetribusi qDaerah qmerupakan qbentuk 

qpengenaan qpajak qlokal qyang qhanya qdikenakan qoleh qindividu qatau qbadan qtertentu 

qsebagai qbentuk qpemenuhan qkewajiban qatas qlayanan qjasa qatau qizin qkhusus qyang 

qdiberikan qpemerintah qdan qmemberikan qmanfaat qlangsung qbagi qpenggunanya. qAda qtiga 

qkelompok qdari qretribusi qdaerah, qyaitu, qretribusi qperizinan qtertentu, qretribusi qjasa 

qumum qdan qretribusi qjasa qusaha. qPungutan qini qberbeda qdengan qpajak qkarena qhanya 

qdikenakan qpada qindividu qatau qentitas qyang qakan qmenggunakan qjasa qatau qmendapatkan 
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qizin qtertentu qsaja. qHal qini qdiatur qdalam qUU qNo q28 qtahun q2009 qmengenai qpajak qdan 

qretribusi qdaerah qserta qUU qNo q34 qtahun q2000 qtentang qperubahan qatas qUU qNo q18 qtahun 

q1997 qtentang qpajak qdan qretribusi qdaerah. 

Pemerintah qdaerah qmenetapkan qretribusi qdaerah qsebagai qkewajiban 

qpembayaran qyang qharus qdipenuhi qoleh qindividu qatau qentitas qtertentu qsebagai qimbalan 

qatas qlayanan qatau qizin qkhusus qyang qdiberikan. qPungutan qini qmeliputi qRetribusi qJasa 

qUmum, qRetribusi qJasa qUsaha qdan qRetribusi qPerizinan qtertentu qyang qdiberikan qoleh 

qPemerintah qDaerah quntuk qtujuan qtertentu q(Undang-Undang qNomor q28 qTahun q2009 

qTentang qPajak qDaerah qDan qRetribusi qDaerah, q2010) q. q 

2.2.4. Lain-Lain qPAD qyang qSah 

Undang-undang q23 qtahun q2014 qmengenai qpenerimaan qdaerah qmenjelaskan 

qseluruh qpenerimaan qdaerah, qkecuali qpendapatan qtransfer qdan qPAD, qmencakup qdana 

qhibah, qdana qdarurat, qdan qpendapatan qlainnya qyang qsesuai qdengan qketentuan qyang 

qberlaku. q 

Undang-undang qRI qno q33 qtahun q2004 qpasal q6 qayat q2 qmenyatakan qbahwa 

qpenerimaan qdaerah qyang qtermasuk qdalam qkategori qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah 

qyang qsah qmencakup qberbagai qsumber qseperti qjasa qgiro, qpendapatan qbunga, qhasil 

qpenjualan qkekayaan qdaerah qyang qtidak qdipisahkan, qkeuntungan qdari qselisih qnilai qtukar 

qrupiah qterhadap qmata quang qasing, qserta qpotongan, qkomisi, qatau qbentuk qlain qdari 

qpenjualan qbarang qdan qjasa qoleh qdaerah. qTujuan qpenerimaan qdaerah qadalah quntuk 
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qmendukung qpembiayaan qpengeluaran, qtermasuk qdidalamnya qbelanja qmodal qdi 

qwilayah qtersebut. 

 

2.2.5. Dana qAlokasi qKhusus 

DAK qadalah qdana qatau qpembiayaan qyang quntuk qpemerintah qdaerah qdari 

qpemerintah qpusat qyang qbertujuan qkhusus quntuk qmendukung qkegiatan qtertentu qyang 

qmenjadi qkewenangan qsuatu qwilayah qatau qdaerah qdan qmerupakan qprioritas qdapam 

qpembangunan qnasional. qDana qtersebut qberasal qdari qpendapatan qanggaran qpendapatan 

qdan qbelanja qnegara qdan qdiberikan qkepada qdaerah qtertentu quntuk qmendukung qkegiatan 

qkhusus q(Waskito qet qal., q2019). qPenggunaan qdana qini qditujukan quntuk qinvestasi 

qpembangunan, qpeningkatan, qpengadaan, qdan qperbaikan qinfrastruktur qfisik qjasa qpublik 

qyang qmemiliki qmasa qpakai qyang qpanjang. qPengalokasian qdana qini, qdapat 

qmeningkatkan qalokasi qbelanja qmodal qdan qpada qakhirnya qakan qmeningkatkan 

qpelayanan qpublik. 

Menurut qpasal q1 qangka q24 qPP qNo. q55 qtahun q2005 qmengenai qdana qperimbangan, 

qDana qAlokasi qKhusus qmerupakan qpembiayaan qyang qberasal qdari qpenerimaan qAPBN 

qyang qdiarahkan qkepada qdaerah qtertentu qdengan qtujuan qmendukung qpembiayaan 

qkegiatan qspesifik qyang qmerupakan qkewenangan qdaerah qdan qsejalan qdengan qprioritas 

qnasional. qPemerintah qdaerah qakan qmenggunakan qdana qini quntuk qmembangun 

qinfrastruktur qjangka qpanjang qyang qmendukung qfasilitas qutama qyang qtelah 
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qberkontribusi qbedar qterhadap qpendapatan qdaerah, qsehingga qmendapatkan qalokasi 

qkhusus qdari qpemerintah qpusat. 

2.2.6. Pertumbuhan qEkonomi 

Menurut qWaskito qet qal. q(2019) qPertumbuhan qekonomi qadalah qindikator qyang 

qmenggambarkan qpeningkatan qkegiatan qekonomi qsuatu qwilayah qdari qtahun qke qtahun. 

qPeningkatan qtersebut qserungkali qdiperngaruhi qoleh qketersediaan qinfrastruktur qatau 

qfasilitas qumum qyang qmemadai qdi qwilayah qtersebut. qInfrastruktur qyang qberkualitas 

qdapat qmemberikan qdukungan qyang qkuat qterhadap qpotensi qlokal qdan qperkembangan 

qmasyarakat, qsehingga qmenciptakan qkondisi qyang qmendukung qpertumbuhan qekonomi 

qdo qdaerah qtersebut. 

Pertumbuhan qekonomi qadalah qproses qevolusi qyang qberkelanjutan qdari qkondisi 

qekonomi qsuartu qnegara qmenuju qkondisi qyang qlebih q qbaik qdalam qjangka qwaktu qtertentu. 

qProses qini qjuga qmelibatkan qkenaikan qkapasitas qproduksi qdalam qperekonomian qdan 

qdapat qdilihat qdalam qpertumbuhan qpendapatan qnasional. qAdanya qpertumbuhan 

qekonomi qmencerminkan qkeberhasilan qpembangunan qekonomi, qmenunjukkan qsejauh 

qmana qaktivitas qekonomi qmampu qmeningkatkan qpendapatan qmasyarakat qselama 

qperiode qwaktu qtertentu. q(Suprayitno, q2015). 

2.3. Penelitian qTerdahulu 

No Nama, qTahun, 

qJudul 

Variabel 

qPenelitian 

Objek qpenelitian 

q& qtahun 

qpengamatan 

Hasil qPenelitian 

1. Sonia qMurti qdan 

qRina qTrisnawati 

Variabel q 

dependen q: 

o Seluruh 

qkabupaten/ko

o Pajak qDaerah 

qdan qDana 
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(2020) 

 

Pengaruh qPajak 

qDaerah, 

qRetribusi 

qDaerah, qLain-

Lain qPad qYang 

qSah qDan qDAK 

qTerhadap 

qBelanja qModal 

 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen: 

- Pajak qDaerah 

- Retribusi 

qDaerah 

- Lain-Lain 

qPAD qyang qSah 

- DAK 

 

Metode qanalisis q: 

analisis qregresi 

qlinier qberganda 

ta qProvinsi 

qJawa qTengah 

(2016-2018) 

qAlokasi qKhusus 

q(DAK) 

qberpengaruh 

qterhadap 

qBelanja qModal. 

o Retribusi 

qDaerah qdan qlain 

qlain qpad qyang 

qsah qtidak 

qberpengaruh 

qterhadap 

qBelanja qModal. 

2. I qKomang 

qSudika q 

I qKetut qBudiartha 

(2017) 

 

Pengaruh qPajak 

qDaerah, 

qRetribusi 

qDaerah, qDana 

qAlokasi qUmum, 

qDan qDana 

qAlokasi qKhusus 

qPada qBelanja 

qModal qProvinsi 

qBali 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen: 

o Pajak qDaerah q 

o Retribusi 

qDaerah 

o Dana qAlokasi 

qUmum 

o Dana qAlokasi 

qKhusus 

 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qLinier 

qBerganda 

o Pemerintah 

qKabupaten/K

ota qdi 

qProvinsi qBali 

(2010-2014) 

 

 

o Pajak qdaerah, 

qDana qalokasi 

qumum, qdan 

qDana qalokasi 

qkhusus 

qberpengaruh 

qsignifikan qpada 

qbelanja qmodal 

qdi qProvinsi 

qBali. q q 

o Retribusi qdaerah 

qtidak 

qberpengaruh 

qsignifikan qpada 

qbelanja qmodal 

qdi qProvinsi 

qBali. q 

3. Rita qMartini 

Lesy qLorensa 

Darul qAmri 

(2022) 

 

Pajak qDaerah, 

qLain-Lain qPad 

qYang qSah, qDan 

qBelanja qModal: 

Variabel 

qdependen q: 

qBelanja qModal 

 

Variabel 

qindependen q: 

o Pajak qdaerah 

o Lain-lain qpad 

qyang qsah 

Kabupaten/Kota 

qDi qProvinsi 

qSumatera 

qSelatan. 

(2015-2019) 

o Pajak qdaerah 

qdan qlain-lain 

qPAD qyang qsah 

qsecara qparsial 

qberpengaruh 

qsignifikan 

qterhadap 

qbelanja qmodal. q 
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qBukti qEmpiris 

qProvinsi 

qSumatera 

qSelatan 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qberganda 

4. Made qAri 

qJuniawan 

Ni qPutu qSanti 

qSuryantini 

(2018) 

 

Pengaruh qPad, 

qDau qDan qDak 

qTerhadap 

qBelanja qModal 

qKota qDan 

qKabupaten qDi 

qProvinsi qBali 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen 

o PAD 

o Dana qalokasi 

qumum 

o Dana qalokasi 

qkhusus 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qberganda 

Kabupaten qdan 

qkota qdi qProvinsi 

qBali q 

(2014-2016) 

o PAD, qDana 

qalokasi qumum 

qdan qDana 

qalokasi qkhusus 

qberpengaruh 

qpositif qterhadap 

qBelanja qModal. 

q 

5. Maryati 

Nir qSetyo qWahdi 

Aprih qSantoso 

(2022) 

 

Pengaruh qPAD, 

qDAU, qDAK, 

qLuas qDaerah 

qTerhadap 

qBelanja qModal 

qdi 

qkota/kabupaten 

qse qJawa qTengah 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen q: 

o Pendapatan 

qasli qdaerah 

o Dana qalokasi 

qumum 

o Dana qalokasi 

qkhusus 

o Luas qDaerah 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qlinier 

qberganda 

APBD 

qKota/Kabupaten 

qse-Jawa qTengah 

q(2017-2021) 

 

o PAD 

qberpengaruh 

qterhadap 

qbelanja qmodal. q 

o Dana qalokasi 

qumum, qDana 

qalokasi qkhusus 

Dan qLuas 

qDaerah qtidak 

qberpengaruh 

qterhadap 

qbelanja qmodal. 

 

6 Ramlan 

Dr. qDarwanis 

Dr. qSyukriy 

qAbdullah 

(2016) 

 

Pengaruh qPajak 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen q: 

o Pajak qdaerah 

Laporan 

qRealisasi 

qAnggaran 

qPendapatan qdan 

qBelanja 

qKabupaten/Kota 

q(LRA-APBK) qdi 

o Hasil qpenelitian 

qmenunjukkan 

qbahwa qpajak 

qdaerah, 

qretribusi 

qdaerah, qlain-

lain qPendapatan 
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qDaerah, 

qRetribusi 

qDaerah, qLain-

Lain qPendapatan 

qAsli qDaerah 

qYang qSah, qDan 

qDana qAlokasi 

qKhusus 

qTerhadap 

qBelanja qModal 

q(Studi qPada 

qPemerintah 

qKabupaten/Kota 

qDi qProvinsi 

qAceh) 

o Retribusi 

qdaerah 

o Lain-lain qpad 

qyang qsah 

o Dana qalokasi 

qkhusus 

 

Metode qanalisis: 

Analisis qRegresi 

qLinear qBerganda 

qProvinsi qAceh. 

(2010-2014) 

qAsli qDaerah 

qyang qsah, qdan 

qDana qAlokasi 

qKhusus 

qberpengaruh 

qterhadap 

qbelanja qmodal 

7. Siti qMundiroh 

(2017) 

 

Pengaruh 

qPertumbuhan 

qEkonomi 

qDaerah, 

qPendapatan qAsli 

qDaerah q(PAD), 

qDana qAlokasi 

qUmum q(DAU) 

qDan qDana qBagi 

qHasil q(DBH) 

qTerhadap 

qAlokasi qBelanja 

qModal qDaerah 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen q: 

o Pertumbuhan 

qEkonomi 

qDaerah 

o Pendapatan 

qAsli qDaerah 

q(PAD) 

o Dana qAlokasi 

qUmum q(DAU) 

o Dana qBagi 

qHasil q(DBH) 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qlinier 

qberganda 

Pemda 

qKabupaten/Kota 

qdi qJawa qTimur q 

(2011-2014) 

o Variabel 

qPertumbuhan 

qEkonomi qdan 

qDBH qterbukti 

qtidak 

qmempunyai 

qpengaruh qyang 

qsignifikan 

qterhadap 

qBelanja qModal 

qPemda 

qKabupaten/Kot

a qdi qJawa qTimur. 

q 
o PAD qdan qDAU 

qterbukti 

qmempunyai 

qpengaruh qyang 

qsignifikan 

qterhadap 

qBelanja qModal 

qPemda 

qKabupaten/Kot

a qdi qJawa qTimur. 

q 
o Secara qsimultan, 

qPertumbuhan 

qEkonomi 

qDaerah, qPAD, 



22 
 

 

qDAU qdan qDBH 

qterbukti 

qberpengaruh 

qsignifikan 

qterhadap 

qBelanja qModal 

qpada qPemda 

qKabupaten/Kot

a qdi qJawa qTimur. 

8. Waskito q 

Zuhrotun 

Rusherlisyani 

 

(2019) 

 

Pengaruh 

qPertumbuhan 

qEkonomi, 

qPendapatan qAsli 

qDaerah, qDana 

qAlokasi qUmum, 

qDana qAlokasi 

qKhusus, qdan 

qDana qBagi qHasil 

qTerhadap 

qBelanja qModal 

q(Studi qpada 

qPemerintah 

qKabupaten q& 

qPemerintah qKota 

qdi qProvinsi 

qAceh) 

Variabel 

qdependen q: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qindependen q: 

o Pertumbuhan 

qEkonomi 

o Pendapatan 

qAsli qDaerah 

o Dana qAlokasi 

qUmum 

o Dana qAlokasi 

qKhusus 

o Dana qBagi 

qHasil 

 

Metode qanalisis: 

uji qasumsi qklasik, 

qanalisis qregresi 

qlinier qberganda, 

qkoefisien 

qdeterminasi, quji 

qF, qdan quji qt 

Laporan 

qRealisasi 

qAnggaran qpada 

qLaporan 

qKeuangan 

qPemerintah 

qDaerah qAceh 

q(2015 q– q2017) 

o Pertumbuhan 

qEkonomi, 

qPendapatan 

qAsli qDaerah, 

qDana qBagi 

qHasil qtidak 

qberpengaruh 

qterhadap 

qbelanja qmodal 
o Variabel qDana 

qAlokasi qUmum, 

qDana qAlokasi 

qKhusus 

qberpengaruh 

qterhadap 

qbelanja qmodal 

 

9. Sri qAyem 

Dessy qDyah 

qPratama 

(2018) 

 

 

Pengaruh 

qPertumbuhan 

qEkonomi, qDana 

Variabel 

qDependen: 

Belanja qModal 

 

Variabel 

qIndependen: 

o Pertumbuhan 

qEkonomi 

o Dana qAlokasi 

Daerah qIstimewa 

qYogyakarta 

qperiode q 

(2011-2016) 

o Pertumbuhan 

qekonomi 

qberpengaruh 

qpositif qdan 

qsignifikat 

qterhadap 

qbelanja qmodal. q 
o Dana qalokasi 

qumum, qDana 
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qAlokasi qUmum, 

qDana qAlokasi 

qKhusus qDan 

qPendapatan qAsli 

qDaerah qTerhadap 

qBelanja qModal 

qDi qProvinsi 

qDaerah qIstimewa 

qYogyakarta 

qPeriode q2011-

2016 

qUmum 

o Dana qAlokasi 

qKhusus 

o Pendapatan 

qAsli qDaerah q 

 

qAlokasi 

qUmum, qDana 

qAlokasi 

qKhusus, qdan 

qPendapatan 

qAsli qDaerah 

qtidak 

qberpengaruh 

qsecara 

qsignifikan 

qterhadap 

qbelanja qmodal. q 

 

10 Ni qWayan qRatna 

qDewi q, 

I qDewa qGede 

qDharma qSuputra 

(2017) 

 

Pengaruh 

qPendapatan qAsli 

qDaerah, qDana 

qAlokasi qUmum, 

qDana qAlokasi 

qKhusus, qDan 

qBelanja qModal 

qTerhadap 

qPertumbuhan 

qEkonomi 

Variabel 

qdependen q: 

Pertumbuhan 

qekonomi 

 

Variabel 

qindependen: 

o Pendapatan 

qAsli qDaerah, q 

o Dana qAlokasi 

qUmum, q 

o Dana qAlokasi 

qKhusus, q 

o Belanja qModal 

 

Metode qanalisis: 

Regresi qlinear 

qberganda q 

Kabupaten qdan 

qsatu qkota qdi 

qprovinsi qBali q 

(2011- q2014) 

o Pendapatan qAsli 

qdaerah qdan 

qdana qalokasi 

qkhusus 

qberpengaruh 

qnegatif qterhadap 

qpertumbuhan 

qekonomi. q 

o Dana qalokasi 

qumum qtidak 

qberpengaruh 

qterhadap 

qpertumbuhan 

qekonomi. q 

o Dana qalokasi 

qkhusus qdan 

qbelanja qmodal 

qberpengaruh 

qnegatif qterhadap 

qpertumbuhan 

qekonomi. q 

2.4. Pengembangan qHipotesis 

2.4.1. Pengaruh qPajak qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

Pajak qdaerah qadalah qkontribusi qwajib qharus qdibayarkan qoleh qindividu qatau 

qorganisasi qkepada qdaerah qsesuai qperundang-undangan qyang qberlaku. qPajak qtersebut 
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qdigunakan quntuk qpembiayaan qpembangunan qserta qkegiatan qpemerintahan. 

qPembayaran qpajak qsecara qrutin qoleh qmasyarakat qakan qmeningkatkan qkeuangan qdaerah 

qdan qpelayanan qpublik. qPenerimaan qpajak qdaerah qyang qtinggi qjuga qberkontribusi qpada 

qpeningkatan qbelanja qmodal qpemerintah qdaerah. q 

Menurut qMurti q& qTrisnawati q(2021) qmasyarakat qmembayar qpajak qsecara 

qberkala qsebagai qprincipal, qsehingga qpemerintah qdaerah qsebagai qagen qdapat 

qmenggunakan qdana qpajak qdaerah qtersebut quntuk qmenyelenggarakan qlayanan qpubluk 

qyang qpada qakhirnya qakan qmemberikan qmanfat qkepada qmasyarakat qsebagai qwujud 

qtanggung qjawab. qMasyarakat qsebagai qpihak qyang qmembayar qpajak qsecara qteratur 

qbertanggung qjawab quntuk qmemberikan qiuran qpajak qkepada qpemerintah qsebagai qagen 

quntuk qdigunakan qdalam qmemfasilitasi qkegiatan qpublik. qHal qini qakan qmemberikan 

qmanfaat qbagi qmasyarakat qtidak qsecara qlangsung qsebagai qbentuk qtanggung. q 

Berdasarkan qpernyataan qtersebut qdidukung qoleh qpenelitian qyang qdilakukan 

q(Murti q& qTrisnawati, q2021), q q(Sudika q& qBudiartha, q2017), q(Martini qet qal., q2022) qpajak 

qdaerah qberpengaruh qpositif qterhadap qbelanja qmodal. qSehingga qhipotesis qyang qdapat 

qdirumuskan qsebagai qberikut: 

H1: qPajak qDaerah qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal 

2.4.2. Pengaruh qRetribusi qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

Simanjuntak q& qGinting q(2019) qmenjelaskan qbahwa qretribusi qdaerah qadalah 

qsumber qpendapatan qyang qdignifikan qbagi qdaerah, qdigunakan quntuk qmendukung qbiaya 

qoperasional qpemerintah qdan qpembangunan qlokal. qRetribusi qdaerah qjuga qmerupakan 
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qbagian qdari qkebijakan qpajak qdan qretribusi qdaerah qyang qdilaksanakan qdidasarkan q qpada 

qprinsip qdemokrasi, qpemerataan qdan qkeadilan, qperan qserta qmasyarakat, qdan 

qakuntabilitas. 

Menurut qSudika q& qBudiartha q(2017) qPemerintah qDaerah qperlu qtingkatkan 

qpendapatan qretribusi qdaerah quntuk qpelayanan qyang qmemadai. qMeski qmendapat 

qbantuan qdari qPemerintah qPusat, qmereka qharus qoptimalkan qpotensi qdaerah qagar 

qPendapatan qAsli qDaerah qmeningkat. qHal qini qdapat qdilaksanakan qdengan 

qmeningkatkan qkemandirian qdan qpemanfaatan qsumber qdaya qdaerah. qPeningkatan 

qretribusi qdaerah qakan qtingkatkan qPAD qdan qalokasi qbelanja qmodal, qserta qpelayanan. 

qPenerimaan qretribusi qdaerah qakan qmempengaruhi qpeningkatan qPAD qdan qberkontribusi 

qpada qBelanja qModal qdaerah. qPenerimaan qretribusi qdaerah qoleh qpemerintah qdaerah 

qdapat qdialokasikan quntuk qmendukung qpengeluaran qbelanja qmodal, qseperti 

qpembangunan qjalan, qjembatan, qgedung qpemerintahan, qdan qproyek qinfrastruktur 

qlainnya. qDengan qdemikian, qretribusi qdaerah qberperan qdalam qmendukung 

qpembangunan qdaerah qmelalui qbelanja qmodal. 

Berdasarkan quraian qdiatas qdidukung qoleh qpenelitian qyang qdilakukan q(Ramlan 

qet qal., q2016), q(Wahyudi q& qHandayani, q2015), q(Intani q& qWaluyo, q2018) qbahwa 

qRetribusi qDaerah qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal. qBerdasarkan quraian qdi 

qatas, qhipotesis qyang qdapat qdirumuskan qsebagai qberikut: 

H2 q: qRetribusi qDaerah qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal 

2.4.3. Pengaruh qLain-Lain qPAD qYang qSah qterhadap qBelanja qModal 
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Menurut qPeraturan qMenteri qDalam qNegeri qnomor q13 qtahun q2006 qPasal q26 qayat 

q(4) qmengenai qPedoman qPengelolaan qKeuangan qDaerah, qlain-lain qpad qyang qsah qadalah 

qkelompok qpenerimaan qdalam qpendapatan qdi qdaerah qmeliputi qpenerimaan qkecil-kecil 

qbersumber qdari qlain-lain qpemda qmeliputi qPendapatan qdari qpenjualan qperalatan qberat 

qdan qjasa, qpenerimaan qdari qpenyewaan, qbunga qdari qsimpanan qgiro qdan qdeposito qdi 

qbank, qserta qdenda qyang qditerima qdari qkontraktorpenerimaan qpajak qdaerah, qretribusi 

qdaerah, qdan qsumber qPAD qlainnya qyang qsah qmerupakan qbagian qdari qPendapatan qAsli 

qDaerah qdan qmempengaruhi qalokasi qbelanja qmodal. 

Semakin qbesar qpotensi qpendapatan qdari qsumber qlain-lain qpad qyang qsah qbagi 

qdaerah, qmaka qsemakin qbesar qpula qpenerimaan qdaerah.. qPeningkatan qPendapatan qAsli 

qDaerah qdari qsumber qLain-lain qPendapatan qAsli qDaerah qyang qsah qdiharapkan qdapat 

qmendorong qinvestasi qdalam qBelanja qModal qoleh qpemerintah qdaerah, qsehingga qkualitas 

qpelayanan qpublik qdapat qditingkatkan. qLain-lain qPendapatan qAsli qDaerah qyang qSah 

qdapat qdialokasikan quntuk qmendukung qbelanja qmodal, qseperti qpembangunan qjalan, 

qjembatan, qgedung qpemerintahan, qdan qproyek qinfrastruktur qlainnya. qDengan qdemikian, 

qLain-lain qPAD qyang qSah qberperan qdalam qmendukung qpembangunan qdaerah qmelalui 

qBelanja qModal q(Ramlan qet qal., q2016). 

Berdasarkan quraian qtersebut qdidukung qoleh qpenelitian qyang qdilakukan q(Ramlan 

qet qal., q2016) qdan q(Martini qet qal., q2022) qmenyatakan qlain-lain qPAD qyang qsah 

qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal. qBerdasarkan quraian qdi qatas, qhipotesis 

qyang qdapat qdirumuskan qsebagai qberikut: 
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H3 q: qLain-Lain qPAD qyang qSah qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal 

2.4.4. Pengaruh qDana qAlokasi qKhusus qterhadap qBelanja qModal 

Menurut qMurti q& qTrisnawati q(2021) qDAK qatau qdana qalokasi qkgusus qadalah 

qdana qyang qberasal qdari qpemerintah qpusat quntuk qpemerintah qdaerah qguna qmendukung 

qpembiayaan qkegiatan qkhusus qyang qmenjadi qurusan qdaerah qdan qprioritas qdalam 

qpembangunan qnasional. qTujuan qdari qdana qini quntuk qmengurangi qbeban qpada qbiaya 

qkegiatan qkhusus qyang qditanggung qoleh qpemerintah qdaerah. qDana qini qberasal qdari 

qpenerimaan q qAPBN. q 

Dana qAlokasi qKusus qdialokasikan qkepada qwilayah qtertentu qdengan qmaksud 

quntuk qmendukung qkegiatan qyang qbersifat qspesifik qdan qdiberikan quntuk qmencapai 

qtujuan qtertentu, qterutama quntuk qmendanai qpembanguban qinfrastruktur qpelayanan qdasar 

qmasyarakat qyang qbelum qmencapai qstandar qtertentu qatau quntuk qmempercepat 

qpengembangan qpembangunan qpada qdaerah qtersebut q(Murti q& qTrisnawati, q2021). 

Berdasarkan qpernyataan qtersebut qdan qdidukung qdengan qpenelitian qyang 

qdilakukan qoleh q(Sugiyanta, q2016), q(Murti q& qTrisnawati, q2021), q(Sudika q& qBudiartha, 

q2017) qDana qAlokasi qKhusus q(DAK) qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal. 

qBerdasarkan quraian qtersebut, qhipotesis qyang qdapat qdirumuskan qsebagai qberikut: 

H4 q: qDana qAlokasi qKhusus qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal 

2.4.5. Pengaruh qPertumbuhan qEkonomi qterhadap qBelanja qModal 

Menutut qWaskito qet qal. q(2019) qPertumbuhan qekonomi qadalah qukuran qpenting 

qdalam qmengevaluasi qupaya qpemerintah qdaerah qdalam qmemajukan qwilayahnya. 



28 
 

 

qKualitas qinfrastruktur qdan qsarana qprasarana qyang qbaik qmendukung qkemampuan qlokal, 

qseperti qperkembangan qmasyarakat qyang qsemakin qmaju, quntuk qmencapai qPertumbuhan 

qEkonomi qyang qlebih qbaik. qTugas qpemerintah qdi qdaerah qadalah qmeningkatkan 

qkesejahteraan qmasyarakat qdengan qmeningkatkan qlayanan qpublik, qfasilitas qumum, 

qpartisipasi qdan qpemberdayaan. qVarian qkemampuan qpemerintah qdaerah qdalam 

qmengelola qpotensi qlokal qdan qinfrastruktur qserta qsumber qdaya qyang qberbeda-beda qdapat 

qmenghasilkan qpertumbuhan qekonomi qyang qbervariasi qdi qantara qwilayah-wilayah qyang 

qberbeda. 

Ayem q& qPratama q(2018) qmenyatakan qbahwa qdengan qpertumbuhan qekonomi 

qyang qmeningkat qdan qpendapatan qdaerah qyang qsemakin qtinggu, qdiharapkan qakan qterjadi 

qpeningkatan qdalam qinvestasi qbelanja qmodal qdi qsuatu qdaerah. qProses qkenaikan qoutput 

qper qkapita qmerupakan qsalah qsatu qdari qpertumbuhan qekonomi. qOleh qkarena qitu, qdengan 

qmemberikan qotonomi qyang qlebih qluas, qdampaknya qterhadap qpertumbuhan qekonomi 

qakan qsemakin qbesar. qPeningkatan qdalam qpertumbuhan qekonomi qakan qmengakibatkan 

q[eningkatan qdalam qbelanja qmodal, qdan qsebaliknya qjika qpertumbuhan qekoonomi 

qmenurun, qbelanja qmodal qakan qmengalami qpenurunan 

Menurut qAyem q& qPratama q(2018), qSudrajat q& qPurniawati q(2017), qWertianti q& 

qDwirandra q(2013) qpertumbuhan qekonomi qverpengaruh qpositif qdan qsignifikan qterhadap 

qbelanja qmodal. qBerdasarkan qpernyataan qdi qatas, qhipotesis qyang qdapat qdirumuskan 

qsebagai qberikut: 

H5 q: qPertumbuhan qEkonomi qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal 
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2.5. Kerangka qPemikiran 

Kerangka qkonseptual qpenelitian qini qmenggambarkan qhubungan qantara qvariabel 

qdependen qBelanja qModal qdan qvariabel qindependennya qyang qmempengaruhi. qBelanja 

qModal qdipilih qmenjadi qvariabel qdependen qkarena qmencerminkan qbiaya qrutin quntuk 

qmemperoleh qaset qtetap qyang qberkontribusi qpada qkekayaan qdaerah qdalam qsatu qtahun 

qanggaran. qKerangka qkonseptual qini qdidasarkan qpada qrumusan qmasalah, qlandasan q 

teoritis, qdan qtinjauan qpenelitian qterdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar q2.1 

Kerangka qPenelitian 

Pengaruh qPajak qDaerah, qRetribusi qDaerah, qLain-Lain qPendapatan qAsli qDaerah 

qYang qSah, qDana qAkokasi qKhusus, qDan qPertumbuhan qEkonomi qTerhadap 

qBelanja qModal 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Lain-Lain PAD yang Sah 

DAK 

Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB qIII 

METODE qPENELITIAN 

3.1. Jenis qPenelitian 

Jenis qpenelitian qini qadalahpenelitian qkuantitatif qkarena qadanya qpenyajian qdata 

qberupa qangka qyang qmenunjukan qsetiap qvariabel. qPenelitian qkuantitatif qmemiliki qtujuan 

quntuk qmenunjukkan qhubungan qantar qvariabel, qdengan qmenguji qteori qdan qmencari 

qgeneralisasi qyang qmemiliki qnilai qprediktif. qAnalisis qpada qdata qkuantitatif qdilakukan 

qdengan qcara qmengumpulkan qyang qtersedia, qlalu qdiikuti qdengan qpengolahan qdan 

qpenyajian qdata qdalam qformat qtabel qatau qgrafik. qSetelah qitu, qmelakukan qanalisis quntuk 

qmendapatkan qkesimpulam qyang qdapat qdigunakan qsebagai qlandasan quntuk 

qpengambilan qkeputusan. 

3.2. Populasi qdan qSampel 

Populasi qdapat qdiartikan qsebagai qkeseluruhan qobjek qatau qsubjek qyang qmenjado 

qfokus qpenelitian, qyang qmemiliki qciri-ciri qseperti qorang, qbenda, qperistiwa, qwaktu, qdan 

qtempat qyang qmemiliki qciri qatau qkarakteristik qyang qsama. qSampel qmerupakan qbagian 

qrepresentatif qdari qkeseluruhan qkarakteristik qyang qdimiliki qoleh qpopulasi qtersebut. 

qDalam qpenelitian qini, qpopulasi qyang qdiidentifikasi qadalah qseluruh qkabupaten/kota qdi 

qProvinsi qJawa qTengah qyang qsecara qrutin qmenyampaikan qlaporan qrealisasi qAPBD 

qsetiap qtahunnya. qSampel qyang qdiambil qadalah qProvinsi qJawa qTengah qkarena qkonsisten 

qdengan qlokasi qtempat qtinggal qpeneliti, qdan qrentang qwaktu qyang qdipilih qadalah qtahun 
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q2017-2020. qMetode qpengambilan qsampel qdalam qpenelitian qini qmenggunakan qteknik 

qsampling qjenuh. 

3.3. Sumber qdan qJenis qdata 

Data qbersumber qdari qsitus qDirektorat qJendral qPerimbangan qKeuangan q(DJPK) 

qKemenKeu qdan qBadan qPusat qSatatistuk q(BPS) qberupa qlaporan qrealisasi qAPBD. qJenis 

qdata qyang qdigunakan qadalah qdata qsekunder qdan qkemudian qdata qakan qdiolah qmenjadi 

qjawaban qatas qhipotesis qpenelitian. q 

3.4. Metode qPengumpulan qdata 

Penelitian qini qmenggunakan qmetode qdokumentasi quntuk qmengumpulkan qdata q 

qdengan qcara qmengakses qsitus-situs qdari qpenyedia qatau qsumber qdata qyang qdibutuhkan. 

qMulai qdari qsitus qhttps://djpk.kemenkeu.go.id/ qdan qhttps://jateng.bps.go.id/ q quntuk 

qmengambil qdata qmengenai qpajak qdaerah qretribusi qdaerah qDAK qdan qrealisasi qanggaran 

qdan qpertumbuhan qekonomi qberupa qLaporan qPDRB q(Produk qDomestik qRegional 

qBruto). 

3.5. Variabel qdan qIndikator 

Variabel qyang qdigunakan qdalam qpenelitian qini qadalah qvariabel qdependen qdan 

qvariabel qindependen. 

3.5.1.  Variabel qDependen q(Belanja qModal) 

Peraturan qPemerintah qNo q12 qTahun q2019 qmengenai qPedoman qPengelolaan 

qKeuangan qDaerah, qbelanja qmodal qadalah qpenggunaan qdana qanggaran quntuk qakuisisi, 

qpembangunan, qatau qperolehan qaset qyang qmemiliki qmasa qmanfaat qmelebihi qsatu 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
https://jateng.bps.go.id/
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qperiode qakuntansi quntuk qdigunakan qdalam qpembelanjaan qmodal. qBelanja qmodal 

qdianggarkan qdengan qtujuan qjangka qpanjang qbaik qsecara qluas qbagi qekonomi qbangsa 

qIndonesia, qkhususnya qbagi qdaerah. qBelanja qmodal qmemiliki qtujuan qjangka qpanjang 

qdan qdianggarkan quntuk qmembeli qaset qberupa qaset qtetap qdan qmasa qmanfaat qyang 

qdimiliki qlebih qdari qsatu qperiode qakuntansi. qHal qtersebut qbertujuan quntuk qmemberikan 

qmanfaat qbagi qekonomi qbangsa qIndonesia qsecara qluas qdan qkhususnya qbagi qdaerah. 

 qMenurut qWaskito qet qal., q(2019) qBelanja qmodal qmerujuk qpada qpengeluaran 

qanggaran qyang qdigunakan quntuk qmemperoleh qatau qmeningkatkan qaset qtetap qdan qaset 

qlainnya qyang qdapat qmemberikan qmanfaat qekonomis qselama qlebih qdari qsatu qperiode 

qakuntansi qyaitu q12 qbulan, qmelebihi qnilai qminimum qyang qditetapkan qpemerintah quntuk 

qkapitalisasi qaset qtetap qatau qaset qlainnya. qPengeluaran qini qdigunakan quntuk qmendukung 

qkegiatan qoperasional qrutin qsuatu qunit qkerja qdan qtidak qditujukan quntuk qtujuan 

qpenjualan. qRegulsai qini qterdapat qdalam qPeraturan qMentri qKeuangan qRepublik 

qIndonesia qNo. q214/PMK.05/2013. qIndikator quntuk qpengeluaran qbelanja qmodal 

qtermasuk qbelanja qtanah, qbelanja qgedung qdan qbangunan, qbelanja qperalatan qdan qmesin, 

qbelanja qjalan, qirigasi qdan qjaringan, qdan qbelanja qaset qlainnya. 

3.5.2.  Variabel qIndependen 

3.5.2.1. Pajak qDaerah 

 Pajak qadalah qkewajiban qpembayaran quang qatau qbarang qkepada qpemerintah 

qsesuai qdengan qketentuan qhukum, qyang qbertujuan quntuk qmembiayai qproduksi qbarang 

qdan qlayanan qpublik qguna qmencapai qkesejahteraan qumum. qPajak qmemiliki qdua qperan 
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qfungsi qutama: qpertama, qsebagai qsumber qpendapatan qpenting qbagi qpemerintah quntuk 

qmendanai qpengeluaran-pengeluaran, qkedua qsebagai qregulatory qatau qinstrumen 

qpengaturan qekonomi qmasyarakat quntuk qmengendalikan qaktivitas qekonomi q(Murti q& 

qTrisnawati, q2021). qAdapun q qpengukuran qvariabel qpajak qdarah qdapat qdilihat qdalam 

qlaporan qrealisasi qAPBD qdalam qrupiah. 

3.5.2.2. Retribusi qDaerah 

 Retribusi qdaerah qmerupakan qpemungutan qatau qiuran qdaerah qyang qdikenakan 

qsebagai qpembayaran qatas qlayanan qatau qizin qtertentu qyang qkhusus qdisediakan qatau 

qdiberikan qoleh qpemerintah qdaerah q qkepada qindividu qatau qentitas qtertentu. qPendapatan 

qdari qretribusi qdaerah qmerupakan qsalah qsatu qsumber qutama qpendapatan qdaerah qyang 

qdigunakan quntuk qmendukung qfungsi qpemerintahan qlokal qdan qpembangunan qdaerah. 

qHal qini qdiatur qdidalam qundang-undang qnomor q34 qTahun q2000. qAdapun q qpengukuran 

qvariabel qretribusi qdaerah qdapat qdilihat qdari qlaporan qrealisasi qAPBD qdalam qrupiah. 

3.5.2.3. Lain-Lain qPAD qYang qSah q 

 Lain-lain qPAD qyang qsah qmerupakan qsumber qpenerimaan qdaerah qyang 

qdigunakan quntuk qmengalokasikan qpendapatan qdaerah qyang qbukan qtermasuk qdalam 

qjenis qpajak qdaerah qatau qhasil qkelolaan qkekayaan qdaerah qyang qdiatur qsecara qterpisah. 

qUnsur-unsur qdari qpendapatan qdaerah qmeliputi qPAD qatau qpendapatan qasli qdaerah, qlain-

lain qpendapatan qdaerah qyang qsah, qdan qpendapatan qtransfer q(Suparta, q2021) q. qLain-lain 

qPAD qyang qsah qmencakup qdana qhibah, qdana qdarurat qdan qlain-lain qpendapatan qyang 

qtelah qditetapkan qoleh qpemerintah q(Susilowati qet qal., q2021). 

3.5.2.4. Dana qAlokasi qKhusus q 
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 Dalam qpasal q1 qangka q24 qdari qPP qNomor q55/2005 qmengenai q qdana 

qperimbangan, qdana qalokasi qkhusus q(DAK) qmerupakan qsumber qdana qdari qpendapatan 

qAPBN qyang qdiberikan qkepada qwilayah qtertentu quntuk qmendukung qpendanaan 

qkegiatan qkhusus qyang qmerupakan qkewenangan qdaerah qdan qsejalan qdengan qprioritas 

qnasional. qData qdana qalokasi qkhusus qpada qLRA qAPBK qdigunakan qsebagai qpengukuran 

q(proxy) qdan qskala qyang qdigunakan qadalah qnominal q(Ramlan qet qal., q2016). qDana qaloksi 

quntuk qsetiap qpemerintahan qprovinsi qtersedia qdalam qbagian qdana qperimbangan qyang 

qtercatat qdalam qlaporan qrealisasi qAnggaran qPendapatan qdan qBelanja qDaerah q(APBD). 

3.5.2.5. Pertumbuhan qEkonomi 

 Menurut qAyem q& qPratama q(2018) qPertumbuhan qekonomi qdapat qdiartikan 

qsebagai qproses qpeningkatan qoutput qperkapita, qyang qbisa qdiukur qdengan qPDRB 

q(Produk qDomestik qRegional qBruto) qper qkapita. qLaju qpertumbuhan qPDRB qdapat 

qmenunjukkan qsuatu qproses qnaiknya qoutput qperkapita qdengan qjangka qpanjang. qDalam 

qhal qtersebut, qpenekanan qdalam qsetiap qproses qkarena qmengandung qunsur qdinamis. 

qDengan qmenggunakan qpendekatan qoutput qatau qPDB qper qkapita, qdapat 

qmenggambarkan qkenaikan qtaraf qhidup qper qindividu. qDalam qanalisis qterhadap qPDRB, 

qdapat qdiketahui qlaju qpertumbuhan qekonomi qdalam qperiode qwaktu qtertentu qdan 

qdihasilkan qsuatu qpendapatan qper qkapita qProduk qDomestik qBruto q(PDB) qmenukur 

qpertambahan qproduksi qatau qoutput qbarang qatau qjasa qyang qdidapatkan qoleh qnegara 

qdalam qjangka qwaktu qsatu qtahun qdalam qrupiah. 

3.6. Teknik qAnalisis 

3.6.1. Analisis qStatistik qDeskriptif 
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Sugiyono q(2017)mendefinisikan qanalisis qstatistik qdeskriptif qsebagai qanalisis 

qyang qdilakukan quntuk qmengetahui qkeberadaan qvariabel qbebas qdari qatau qhanya qsatu 

qatau qlebih qvariabel, qtanpa qmembandingkan qvariabel qitu qsendiri qdan qtanpa qmencari 

qhubungan qdengan qvariabel qlain qyang qingin qdicari. qAnalisis qstatistik qdeskriptif qadalah 

qteknik qanalisis qdata qyang qmenjelaskan qdata qsecara qumum qatau qgeneralized qdengan 

qmenghitung qminimum, qmaximum, qmean qdan qstandar qdeviasi. 

3.6.2. Uji qAsumsi qKlasik 

Pengujian qasumsi qklasik qbertujuan quntuk qmenguji qatau qmengevaluasi 

qpenggunaan qmodel qregresi qbiasa qatau qtidak, qpengujian qini qmeliputi quji qnormalitas, quji 

qautokorelasi, quji qmultikoleniaritas qdan quji qheteroskedestisitas. qPengujian qasumsi 

qklasik qdilakukan qagar qpenelitian qterbebas qdari qheteroskedastisitas, qmultikolinearitas, 

qautokorelasi, qdan qdata qberdistribusi qnormal qatau qmemenuhi qnormalitas. qSehingga 

qpenelitian qbisa qdi qnyatakan qbaik quntuk qdilakukan qpengujian. qSelanjutnya qbisa 

qdilakukan qpengujian qhipotesis. 

a. Uji qNormalitas 

Pengujian qnormalitas qbertujuan quntuk qmengevaluasi qapakah qvariabek qmemiliki 

qdistribusi qyang qnormal qatau qtidak. qJika qdata q qberdistribusi qnormal, qgrafik qakan 

qmenunjukkan qpola qgaris qlurus qdiagonal, qdan qplot qresidual qakan qdibandingkan qdengan 

qgaris qdiagonal qsebagai qpembanding. qUntuk qmenguji qapakah qdata qtersebut qnormal qatau 

qtidak qdalam qpenelitian qini qdapat qdilakukan qdengan qprogram qSPSS qdengan qanalisis quji 

qkolmogorov-smirnov q qdengan qadanya qkriteria qjika qnilai quji qKolmogorov-Smirnov q> q5% 
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q(0,05) qberarti qdata qterdistribusi qnormal. qJika qnilai qsignifikan quji qKolmogorov-Smirnov 

q<5% q(0,05) qartinya qdata qdinyatakan qtidak qberdistribusi qnormal. 

 

 

b. Uji qAutokorelasi 

Menurut qRaharjo q(2016) qpengujian qautokorelasi qbertujuan quntuk qmenguji qatau 

qmenentukan qapakah qterdapat qgejala qkorelasi qantara qkesalahan qpengganggu qpada 

qperiode qt qdengan qkesalahan qpada qperiode qt1(sebelumnya) qdalam qmodel qregresi qlinear. 

qKualitas qregresi qyang qoptimal qatau qbaik qadalah qyang qtidak qmengalami qautokorelasi 

qatau qtidak qterjadi qautokorelasi. qSalah qsatu qcara quntuk qmenentukan qapakah qautokorelasi 

qada qatau qtidak qadalah qdengan qmenggunakan quji qdurbin qwatson. q 

Dasar-dasar qdalam qpengambilan qkeputusan qsaat quji qautokorelasi qdengan 

qmenggunakan qDurbin-Watson q(DW) q: 

1. Jika qd qlebih qkecil qdari qpada qdL qatau qlebih qbesar qdari q(4-dL) qartinya qhipotesis 

qnol qditolak, qartinya qterdapat qgejala qautokorelasi. 

2. Jika qd qterletak qdiantara qdU qdan q(4-dU) qartinya qhipotesis qditerima, qdan qtidak 

qterdapat qautokorelasi. 

3. Jika qd qterletak qantara qdL qdan qdU qatau qantara q(4-dU) qdan q(4-Dl) qartinya qtidak 

qdiperoleh qkesimpulan qyang qpasti. 

c. Uji qMultikoleniaritas 

Tujuan qpengujian qini qadalah qunntuk qmenentukan qapakah qterdapat qhubungan 

qantara qvariabel qbebas q(independen) qdalam qmodel qregresi. qModel qregresi qyang qefektif 
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qatau qbaik qdeharusnya qtidak qmenunjukkan qadanya qkorelasi qantara qvariabel qindependen. 

qJika qtedapat qkorelasi qantara qvariabel qindependen, qmaka qvariabel qtersebut qtidak qbersifat 

qortogonal, qartinya qnilai qkorelasi qantar qvariabel qindependen qsama qdengan qnol. qUntuk 

qmengetahui qapakah qnilai qtolerance qdan qvarian qinflasi q(VIF) qsebagai qindikator qtolak 

qukur. qApabila qnilai qtolerance qkurang qdari qsama qdengan q0,1 q(≤0,1) qdan qnilai qVIF qlebih 

qdari qsama qdengan q10 q(≥10), qmaka qpenelitian qini qmenunjukkan qadanya 

qmultikoleniaritas, qnamun qjika qnilai qtolerance qlebih qbesar qdari q0,1 q(≥0,1) qdan qnilai qVIF 

qkurang qdari qsama qdengan q10 q(≤10), qmaka qpenelitian qini qtidak qterdapat 

qmultikoleniaritas q(Ghozali,2018). 

d. Uji qHeterokedastisitas 

 qMenurut qGhozali q(2018) qPengujian qheteroskedastisitas qbertujuan quntuk 

qmenilai qapakah qada qperbedaan qdalam qvarians qresidual qantar qpengamatan qdalam qsuatu 

qmodel qregresi. qUntuk qmengevaluasi qkeberadaan qheteroskedastisitas, qpada qpenelitian 

qini qmenggunakan quji qSpearman qrho. q 

Apabila qnilai qpada qsignifikansi qnya qlebih qbesar qdari q0,02 q(>0,05) qmaka qtidak 

qterjadi qheteroskedestisitas. qNamun qapabila qnilai qpada qsignifikansi qnya qlebih qkecil qari 

q0,05 q(0,05) qmaka qterjadi qheteroskedestisitas. qBerdasarkan qhasi qanalisis, qjika qnilai 

qsignifikansi quntuk qsetiap qvariabel q> q0,05, qkesimpulannya qadalah qbahwa qmodel qdalam 

qregresi qini q qmenunjukkan qtidak qterjadi qheteroskedestisitas. 

3.6.3. Analisis qRegresi qLinear qBerganda 

Analisis qregresi qini qdilakukan quntuk qmelihat qapakah qada qpengaruh qantara 

qvariabel qdependen qdan qindependen qketika qterjadi qpeningkatan qmaupun qpenenurun. 
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qBerdasarkan qhasil quji qpersamaan qdihasilkan qatas qpengujian qanalisis qregresi qlinear 

qberganda qyang qmengacu qpada qnilai qB qpada qtabel qcoefficients qdapat qdirumuskan 

qsebagai qberikut: 

 

Y q= qα q+ q𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+𝛽4𝑋4+ q𝛽5𝑋5+𝜀 

Y = qBelanja qmodal 

α = qBilangan qkonstanta 

𝛽1−5 = qKoefisien qRegresi 

X1 = qPajak qDaerah 

X2 = qRetribusi qDaerah 

X3 = qLain-Lain qPAD qYang qSah 

X4 = qDana qAlokasi qKhusus 

X5 = q qPertumbuhan qEkonomi 

𝜀 = qerror 

3.6.3.1. Uji qKelayakan qModel 

1. Uji qF 
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Menurut qGhozali q(2018) qstatistik quji qF qberfungsi quntuk qmengevaluasi qapakah 

qdalam qsemua qvariabel qindependen qnya qsecara qbersama-sama qmemiliki qpengaruh 

qterhaadap qvariabel qdependen. q q 

Berikut qadalah qlangkah-langkah qpengujian: 

 

 

1. Menentukan qhipotesis qstatistik 

 Ho: q β q= q0 qartinya qsecara qbersama-sama, qvariabel qindependen qtidak 

qmemiliki qpengaruh qyang qsignifikan qterhadap qvariabel qdependen. q 

 Ha: β q≠ q0 qartiya qsecara qbersama-sama, qvariabel qindependen qberpengaruh 

qsecara qsimultan qatau qsignifikan qterhadap qvariabel qdependen. q 

2. Tingkat qSignifikansi 

Tingkat qsignifikasi qsebesar q0,5% qatau q5% qmenunjukkan qbahwa qhasil qpenarikan 

qkesimpulan qmemiliki qprobabilitas qsebesar q95% qatau qkorelasi qkesalahan qnya 

qsebesar q5%. 

3. Kriteria qKeputusan 

a) Apabila qtingkat qsignifikansi qlebih qbesar qdari q0,05 q(> q0,05) qmaka qHo: 

qditerima qsementara qHa: qditolak. qIni qberarti qssecara qbersama-sama, 

qvariabel qindependen q(pajak qdaerah, qretribusi q qdaerah, qlain-lain qpad 

qyang qsah, qdana qalokasi qkhusus qdan qpertumbuhan qekonomi) qtidak 

qmemiliki qpengaruh qyang qsignifikan qterhadap qvariabel qdependen qyaitu 

qbelanja qmodal. q q 
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b) Apabila qtingkat qsignifikansi qlebih qkecil qdari q0,05 q(< q0,05), qHo: qditolak 

qsementara qHa: qditerima 

Artinya qvariabel qindependen q(pajak qdaerah, qretribusi qdaerah, qlain-lain 

qpad qyang qsah, qdana qalokasi qkhusus, qdan qpertumbuhan qekonomi) 

qmemiliki qpengaruh qyang qsimultan qterhadap qvariabel qdependen qyaitu 

qbelanja qmodal. 

2. Koefisien qDeterminasi 

Menurut qKhadijah q(2018) qKoefisien qdeterminasi q(Adjusted qR2) qadalah qukuran 

qseberapa qbaik qmodel qmampu qmenjelaskan qvariasi qdalam qvariabel qdependen. qRentang 

qnilai qAdjusted qR2
 qadalah qantara q0 qsampai q1, qdi qmana qAdjusted qR2

 q= q0 qmenunjukkan 

qbahwa qtidak qada qpengaruh qdari qvariabe qindependen qterhadap qvariabel qdependen, 

qapabila qAdjusted qR2
 qmendekati q1 qmenunjukkan qbahwa qpengaruh qdari qvariabel 

qindependen qlebih qkuat qterhadap qvariabel qdependen, qdan qjika qmendekati q0 qAdjusted qR2
 

qmenandakan qbahwa qpengaruh qdari qvariabel qindependen qsemakin qkecil qterhadap 

qvariabel qdependen. 

3.6.3.2. Uji qHipotesis 

1. Uji qt 

 

Menurut qSiregar q(2018) q“Uji qt qdigunakan quntuk qmenguji qkebenaran qpernyataan 

qatau qdugaan qyang qdihipotesiskan qoleh qpeneliti.” qUji qt qdikenal qsebagai quji qsignifikansi 

qindividual, q qyang qbertujuan quntuk qmenilai qseberapa qbesar qdampak qsecara qparsial qdari 

qvariabel qindependen qterhadap qvariabel qdependen. qDalam qpenelitian qini qmemiliki 
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qtingkat qsignifikansi q(t qkritis) q0,05. qDasar quntuk qpengambilan qkeputusan qdari quji qt 

qsebagai qberikut: 

1. Menentukan qhipotesis qstatistic 

 Ho: q β q= q0 qartinya qsecara qparsial qatau qbersama-sama qvariabel qindependen 

qtidak qmemiliki qpengaruh qterhadap qvariabel qdependen. 

 Ha: β q≠ q0 qartinya qsecara qparsial qatau qbersama-sama qvariabel qindependen 

qmemiliki qpengaruh qterhadap qvariabel qdependen. 

2. Tingkat qSignifikansi: 

Tingkat qsignifikasi qsebesar q0,5% qatau q5% qyang qartinya qada qkemungkinan qbesar 

qbahwa qhasil qpenarikan qkesimppulan qmemiliki qprobabilitas qsebesar q95% qatau 

qterdapat qkorelasi qkesalahan qsebesar q5%. 

3. Kriteria qKeputusan q 

a) Apabila qnilai qsignifikansi qlebih qbesar qdari q0,05 q(>0,05), qmaka qhipotesis 

qnol q(Ho) qditerima qdan qhipotesis qalternatif q(Ha) qditolak, qyang qartinya 

qvariabel qindependen q(pajak qdaerah, qretribusi qdaerah, qlain-lain qpad qyang 

qsah, qdak, qdan qpertumbuhan qekonomi) qsecara qparsial qtidak qmemiliki 

qpengaruh qterhadap qvariabel qdependen q(belanja qmodal). 

b) apabila qnilai qsignifikansi qlebih qkecil qdari qsama qdengan q0,05 q(≤ q0,05), 

qmaka qhipotesis qnol q(Ho) qditolak qdan qhipotesis qalternatif q(Ha) qditerima, 

qartinnya qvariabel qindependen q(pajak qdaerah, qretribusi qdaerah, qlain-lain 
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qpad qyang qsah, qdak, qdan qpertumbuhan qekonomi) qmemiliki qpengaruh 

qsecara qparsial qterhadap qvariabel qdependen q(belanja qmodal). 

 



 

43 
 

BAB qIV q 

HASIL qPENELITIAN qDAN qPEMBAHASAN 

4.1. Gambaran qUmum qPenelitian 

Penelitian qdilakukan qdengan qtujuan quntuk qmenguji qpengaruh qpajak qdaerah, 

qretribusi qdaerah, qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah, qdana qalokasi qkhusus qdan 

qpertumbuhan qekonomi qterhadap qbelanja qmodal. qPopulasi qpenelitian qini qmencakup 

qsemua qkabupaten qkota qdi qProvinsi qJawa qTengah qsecara qberkala q qmelaporkan qrealisasi 

qanggaran qpendapatan qdan qbelanja qdaerah q(APBD) qsetiap qtahunnya. qSampel qpenelitian 

qini qProvinsi qJawa qTengah qdengan qtahun qyang qdiambil qadalah qtahun q2017-2020. 

qPengambilan qsampel qditetntukan qdengan qmetode qteknik qsampling qjenuh. q q 

Data qyang qdigunakan qdalam qpenelitian qini qadalah qdata qsekunder qberupa 

qlaporan qrealisasi qanggaran qAPBD qdan qLaporan qPDRB q(Produk qDomestik qRegional 

qBruto) qtahun q2017-2020 qdiambil qmelalui qwebsite qyang qdiambil qdari qDJPK 

qhttps://djpk.kemenkeu.go.id/ q qdan qBPS q(Badan qPusat qStatistik) q 

qhttps://jateng.bps.go.id/. q 

Tabel q4.1 qSampel qData 

Keterangan Jumlah 

Sampel qmenggunakan qteknik qsampling qjenuh 

qProvinsi qJawa qTengah qselama q2017-2020 q 

140 

 

 

 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
https://jateng.bps.go.id/
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4.2. Hasil qUji qAnalisis qData qPenelitian 

4.2.1. Hasil qUji qStatistik qDeskriptif 

Uji statistic deskriptif digunakan untuk mendapatkan informansi tentang 

distribusi atau sebaran data, termasuk mean,  nilai maksimum, nilai minimum, dan 

deviasi standar variabel serta dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Variabel  

dalam penelitian ini yaitu belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil dari analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan dapat ditemukan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pajak Daerah 140 3120696049

0.00 

18269488130

00.00 

1491820747

00.0000 

24237850270

0.00000 

Retribusi 

Daerah 

140 5350129000

.00 

27714224400

0.00 

2549046984

0.0000 

27052444820

.00000 

Lain-Lain 

PAD yang 

Sah 

140 8675712954

0.00 

44613483560

0.00 

2125309672

00.0000 

70938859450

.00000 

Dana Alokasi 

Khusus 

140 .00 54373001800

0.00 

2979677559

00.0000 

10920461840

0.00000 

Pertumbuuha

n Ekonomi 

140 5820532.00 140199517.40 27063583.8

400 

24888403.72

000 

Belanja 

Modal 

140 .00 12753590890

00.00 

3863865942

00.0000 

18277249870

0.00000 

Valid N 

(listwise) 

140 
    

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24 
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Jumlah data penelitian pada tabel 4.2 deskriptif adalah 140 (seratus satu) di kolom N.  

1. Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai minimum  31,206,960,485 yaitu pada 

kota magelang tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar  1,826,948,813,000 

terdapat pada kota semarang tahun 2020, dengan nilai minimum sebesar 

31,206,960,485, ini menunjukkan bahwa kota magelang pada tahun 2017 memiliki 

kontribusi pajak daerah yang sangat rendah terhadap total pendapatan daerahnya 

dan dengan nilai maksimum sebesar 1,826,948,813,000, ini menunjukkan bahwa 

kota semarang pada tahun 2020 memiliki kontribusi pajak daerah yang signifikan 

terhadap total pendapatan daerahnya. Nilai mean dari pajak daerah yaitu 

149,182,074,700 dan nilai standar deviasi pajak daerah yaitu 242,378,502,700. 

Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai 

standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai 

maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data maka bisa 

dikatakan penyebaran data tidak merata.  

2. Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai minimum  5,350,129,000 yaitu pada 

Kota Magelang tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar  277,142,244,000 

terdapat pada Kota Semarang tahun 2020.  Rentang nilai Retribusi Daerah (X2) 

dari 5,350,129,000 hingga 277,142,244,000 menunjukkan variasi yang signifikan 

dalam pengumpulan retribusi daerah pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tegaah 

dengan waktu periode yang diamati (2017-2020). Nilai mean dari retribusi daerah 

senilai 25.490.469.840.dan standar deviasi nilai Retribusi Daerah sebesar 
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27.052.444.820. Rata-rata retribusi daerah sebesar 25.490.469.840 menunjukkan 

kontribusi relatif dari retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah di wilayah 

tersebut. Standar tinggi dari rata-rata dalam pengumpulan retribusi daerah di 

seluruh kabupaten kota provinsi jawa tengah. Hal ini bisa memperlihatkan tingkat 

konsistensi atau stabilitas dalam pengumpulan retribusi daerah di daerah tersebut. 

3. Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X3) nilai minimum 

86.757.129.540 yaitu pada Kota Pekalongan tahun 2018, sedangkan nilai 

maksimum sebesar  446,134,835,615 terdapat pada kota semarang tahun 2017, 

dengan nilai minimum ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan tahun 2018, 

memiliki kontribusi dari lain-lain oendapatan asli daerah yang sah yang sangat 

rendah terhadap jumlah total pendapatan daerahnya dengan nilai maksimum ini 

menunjukkan bahwa kota semarang tahun 2017 memiliki kontribusi lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah yang signifikan terhadap total pendapatan 

daerahnya. Nilai mean dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

212.530.967.200 dan standar deviasi nilai lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah senilai 70.938.859.450. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai 

rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya 

variabilitas antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai 

variabilitas data maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata. 

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) memiliki nilai minimum 0,00 yaitu pada Kab. 

banyumas tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 543.730.018.000 

terdapat pada Kab.Kudus tahun 2020, nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus sebesar 



47 
 

 

297.967.755.900 dan standar deviasi nilai Dana Alokasi Khusus sebesar 

109.204.618.400. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih 

besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas 

antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data 

maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata. 

5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X5) memiliki nilai minimum 5.820.532,00 yaitu 

pada kota magelang tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 

140.199.517,36 terdapat pada kota semarang tahun 2019, nilai mean pada 

pertumbuhan ekonomi 27.063.583, meskipun nilainya positif, angka ini 

menunjukkan arti dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Prov. Jawa Tengah 

cenderung rendah selama periode penelitian dan standar deviasi nilai Pertumbuhan 

Ekonomi sebesar 24.888.403, standar deviasi sebesar 24.888.403 menunjukkan 

tingkat variasi atau dispersi dari nilai-nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten kota 

di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar variasi 

data dari rata-rata. 

6. Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 0,00 yaitu pada Kab. 

Wonogiri tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar  1,275,359,088,966 

terdapat pada kota semarang tahun 2017, nilai rata-rata Belanja Modal sebesar 

386,386,594,200 dan standar deviasi nilai Belanja Modal sebesar 

182,772,498,700. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata lebih 

besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas 
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antara nilai maksimum dan minimum. Semakin rendahnya nilai variabilitas data 

maka bisa dikatakan penyebaran data tidak merata. 

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini untuk memverifikasi bahwa model 

regresi dalam penelitian tidak mengandung bias. Proses pengujian asumsi klasik pada 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas serta uji 

heterokedastisitas. 

4.2.2.1. Hasil Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas data bertujuan untuk menentukan apakah sampel 

yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dalam model suatu regresi linier, 

asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang mengikuti distribusi normal. Penting  

untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki data yang 

terdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak untuk pengujian secara 

statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-

Smirnov dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2018) pengambilan keputusan 

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan probabilitas atau significance asymtotic 

sebagai dasar: 

1) Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 (> 0,05) artinya distribusi normal 

dalam model regresi. 
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2) Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 (<0,05) artinya distribusi tidak normal 

dalam model regresi. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 140 

Normal Parametersa,b Mean .0000499 

Std. Deviation 98295070170.

00000000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .061 

Positive .061 

Negative -.033 

Test Statistic .061 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 24 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05 (0,200 > 0,05), membuktikan bahwa data tersebut terdistribusi normal, 

karena nilai dari signifikansi yang didapat >0,05. 

4.2.2.2. Hasil Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah ada 

korrelasi antara kesalahan pengganggy pada suatu periode waktu dengan kesalahan 

pada periode t (sebelumnya). Salah satu etode yang dapat dihunakan untuk 

mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan pengujian Durbin-Watson (DW test). 
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Dasar-dasar penggambilan keputusan pengujian autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW) : 

a. Jika nilai d (durbin watson) < dL atau > (4-dL) yang berarti terdapat auto 

kolerasi. 

b. Jika nilai d (durbin watson) berada diantara dU dan (4dU) artinya tidak 

terdapat auto kolerasi. 

c. Jika nilai d (durbin watson) berada diantara dL dan dU atau berada 

diantara (4-dU) dan (4-dL) artinya tidak ada kesimpulan pasti yang dapat 

diambil. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .843a .711 .700 10011213840

0.000 

1.723 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, 

Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 24 

Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.723 

dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson berdasarkan jumlah observasi (n) = 140 

dan jumlah dalam variabel independen 5 (k = 5) nilai tabel untuk dl (lower) 1,6507 du 

(upper) = 1,7984. Hasil tersebut diperoleh nilai du  > DW = 1.723 dan DW < dari (4 – 

DL= 2,2016) maka dapat disimpulkan terjadi gejala autokorelasi (problem 

autokorelasi). 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi (Setelah Transformasi Lag) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .853a .728 .716 97457571510

.000 

1.895 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, 

Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

b. Dependent Variable: Belanja Modal 

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24 

Hasil output pengujian autokorelasi di atas setelah dilakukan penyembuhan 

dengan transformasi lag terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,895 

dibaningkan tabel Durbin-Watson dan jumlah observasi (n) = 140 dengan jumlah 

variabel independennya 5 (k = 5) dihasilkan nilai pada tabel dl (lower) = 1,6507 du 

(upper) = 1,7984. Berdasarkan ringkasan pada tabel tersebut didapatkan Durbin 

Watson (DW) senilai 1,895, dimana nilai itu terletak antara du (1,7984) dan 4-du 

(2,2016) yang artinya tidak ada gejala autokorelasi. 

4.2.2.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Pengujian multikolinieritas adalah metode statistik yang digunakan untuk 

mendeteksi keberadaan ketergantungan linier yang yang signifikan di antara dua atau 

lebih variabel independen dalam model suatu regresi. Multikoleniaritas terjadi ketika 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam suaru model 

regresi, sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam interpretasi dan kehandalan 

hasil regresi. 



52 
 

 

 Apabila nilai VIF  lebih kecil dari 10.00 (< 10.00) artinya dalam model 

regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF lebih besar 

dari 10.00 (> 10.00) artinya dalam suatu model regresi terdapat gejala 

multikolinieritas. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 6440907402

0.000 

34696597

980.000 
 

1.856 .066 
  

Pajak Daerah .535 .092 .711 5.823 .000 .138 7.243 

Retribusi 

Daerah 

-1.767 .663 -.262 -2.667 .009 .213 4.701 

Lain-Lain 

PAD yang 

Sah 

.472 .156 .184 3.032 .003 .561 1.784 

Dana Alokasi 

Khusus 

.330 .091 .197 3.637 .000 .705 1.419 

Pertumbuuha

n Ekonomi 

1831.950 602.086 .250 3.043 .003 .305 3.279 

a. Dependent Variable: Belanja Modal 

sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24 

  

Dilihat dari tabel 4.6 menunjukkan output hasil pengujian multikolinearitas, 

dimana semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas 

pada model regresi. 



53 
 

 

 

4.2.2.4. Hasil Uji Heterokedestisitas 

 Uji heterokedastisitas adalah metode statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam variasi (dispersi) antara kelompok-kelompok atau sub-

sampel dalam suatu dataset terdapat perbedaan signifikan. Heterokedastisitas terjadi 

ketika varians (dispersi) data tidak konstan di seluruh rentang nilainya. Dalam 

penelitian ini digunakan uji Spearman rho. 

 Apabila nilai dalam signifikansi (Sig.) > 0,05, disimpulkan tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Apabila nilai signifikansi (Sig.) <0,05, 

disimpulkan  terdapat gejala heteroskedestisitas dalam model regresi. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedestisitas 

Correlations 

 

Pajak 

Daera

h 

Retrib

usi 

Daera

h 

Lain-

Lain 

PAD 

yang 

Sah 

Dana 

Alokas

i 

Khusus 

Pertumb

uuhan 

Ekonomi 

Unstandard

ized 

Residual 

Spear

man's 

rho 

Pajak 

Daerah 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .606** .226** .141 .776** -.124 

Sig. (2-

tailed) 

. .000 .007 .095 .000 .144 

N 140 140 140 140 140 140 

Retribusi 

Daerah 

Correlation 

Coefficient 

.606** 1.000 .220** .179* .503** -.003 

Sig. (2-

tailed) 

.000 . .009 .034 .000 .971 

N 140 140 140 140 140 140 

Lain-Lain 

PAD yang 

Sah 

Correlation 

Coefficient 

.226** .220** 1.000 .492** .442** -.006 

Sig. (2-

tailed) 

.007 .009 . .000 .000 .942 

N 140 140 140 140 140 140 

Dana 

Alokasi 

Khusus 

Correlation 

Coefficient 

.141 .179* .492** 1.000 .416** .083 

Sig. (2-

tailed) 

.095 .034 .000 . .000 .330 

N 140 140 140 140 140 140 

Pertumbu

uhan 

Ekonomi 

Correlation 

Coefficient 

.776** .503** .442** .416** 1.000 -.052 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 . .541 

N 140 140 140 140 140 140 

Unstandar

dized 

Correlation 

Coefficient 

-.124 -.003 -.006 .083 -.052 1.000 
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Residual Sig. (2-

tailed) 

.144 .971 .942 .330 .541 . 

N 140 140 140 140 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 24 

Dilihat dari tabel 4.7, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan tiap model 

regresi dalam penelitian ini nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini dapat 

dinyatakan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

4.2.3. Hasil qAnalisis qregresi qlinear qberganda 

 Pengujian qanalisis qregresi qlinear qberganda qdiperlukan quntuk qmengevaluasi 

qkemungkinan qadanya qinteraksi qantara qsatu qvariabel qdependen qyaitu qbelanja qmodal, 

qdengan qlebih qdari qsatu qvariabel qbebas, qseperti qpajak qdaerah, qretribusi qdaerah, qlain-lain 

qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah, qdana qalokasi qkhusus qdan qpertumbuhan qekonomi. 

4.2.3.1. Hasil qUji qKelayakan qModel 

1. Hasil qUji qF 

Dilakukan qpengujian qf qatau quji qserentak quntuk qmenentukan qapakah qsecara 

qkeseluruhan qsemua qvariabel qindependen qmemiliki qdampak qyang qsignifikan qterhaap 

qvariabel qdependen q(Ghozali, q2018). 
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Tabel q4.8 qHasil qUji qF 

ANOVAa 

Model 

Sum qof 

qSquares df Mean qSquare F Sig. 

1 Regression 33583101610

00000000000

000.000 

5 55971836020

00000000000

00.000 

58.930 .000b 

Residual 12537331280

00000000000

000.000 

134 94979782440

00000000000

.000 

  

Total 46120432890

00000000000

000.000 

139 

   

a. qDependent qVariable: qBelanja qModal 

b. qPredictors: q(Constant), qPertumbuuhan qEkonomi, qDana qAlokasi qKhusus, qLain-

Lain qPAD qyang qSah, qRetribusi qDaerah, qPajak qDaerah 

sumber: qhasil qpengolahan qdata qdengan qSPSS q24 

 

F qtabel= qF q(k q; qn-k) 

= qF q(5 q; q140-5) 

 q= qF q(5 q; q135) 

 q= q2,28 

Jika qnilai qsig. q q> q0,05, qartinya qhipotesis qditolak. qArtinya qdalam qvariabel qbebas 

q(independen) qtidak qmemiliki qpengaruh qpada qvariabel qdependen qbelanja qmodal. 

qSebaliknya, qapabila qnilai qsig. q<0,05, qmaka qhipotesis qditerima. qPada qTabel q4.8 q qdiatas 

qnilai qsignifikansi q0,000 qlebih qkecil qdari q0,05 q(0,000<0,05) q qdan quntuk qnilai qfhitung 

q58,930> q2,28 qmaka qkesimpulannya qpada qvariabel qindependen qpajak qdaerah, qretribusi 

qdaerah, qlain-lain qpad qyang qsah, qdak qdan qpertumbuhan qekonomi qsecara qsimultan 

q(bersama-sama) qmemiliki qpengaruh qyang qsignifikan qpada qvariabel qdependen. 
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2. Hasil qKoefisien qDeterminasi 

Koefisien qDeterminasi q(Adjusted qR2
 q) qberguna q quntu qmemberi qukuran qsejauh 

qmana qbesar qmodel qmemberikan qkontribusi qpengaruh qterhadap qvariabel qterikat 

q(dependen). qBesaran qnilai qAdjusted qR2
 qberkisar qantara qnol q(0) qdan qsatu q(1). qApabila 

qnilai qAdjusted qR2
 qmendekati q1, qini qmenunjukkan qbahwa qvariabel qindependen 

qmemiliki qpengaruh qyang qsemkain qkuat qterhadap qvariabel qdependen. 

Tabel q4.9 qHasil qUji qKoefisien qDeterminasi 

Model qSummary 

Model R R qSquare 

Adjusted qR 

qSquare 

Std. qError qof 

qthe qEstimate 

1 .853a .728 .716 97457571510.0

00 

a. qPredictors: q(Constant), qPertumbuuhan qEkonomi, qDana qAlokasi 

qKhusus, qLain-Lain qPAD qyang qSah, qRetribusi qDaerah, qPajak qDaerah 

Sumber: qhasil qpengolahan qdata qdengan qSPSS q24 

Jika q qAdjusted qR qsquare qsebesar q0,716 qatau q71,6% qdapat qdisimpulkan qbahwa 

qdari qvariasi qdalam qvariabel qdependen qdapat qdijelaskan qsecara qbersama-sama qoleh 

qvariabel qindependen, qsementara q28,4% qsisanya qdipengaruhi qoleh qfaktor-faktor qlain 

qyang qtidak qdimasukkan qdalam qmodel qpenelitian qini. 
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4.2.3.2. Hasil qUji qHipotesis 

1. Hasil qUji qt 

Tabel q4.10 qHasil quji qt 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

qCoefficients 

Standardiz

ed 

qCoefficient

s 

t Sig. B Std. qError Beta 

1 (Constant) 644090740

20.000 

346965979

80.000 
 

1.856 .066 

Pajak qDaerah .490 .092 .711 5.823 .000 

Retribusi qDaerah -1.392 .663 -.262 -2.667 .009 

Lain-Lain qPAD 

qyang qSah 

.469 .156 .184 3.032 .003 

Dana qAlokasi 

qKhusus 

.337 .091 .197 3.637 .000 

Pertumbuuhan 

qEkonomi 

1890.167 602.086 .250 3.043 .003 

a. qDependent qVariable: qBelanja qModal 

Sumber: qhasil qpengolahan qdata qdengan qSPSS q24 

Jika qnilai qsig. q<0,05 qberkesimpulan qada qpengaruh qsecaara qsignifikan qdan qjika 

qnilai qsig. qtepat qdi qangka q0,05 qmaka quntuk qmengetahui qada qatau qtidaknya qpengaruh 

qvariabel qbebas q(independen) qdengan qvariabel qterikat q(dependen) qbisa qmenggunakan 

qperbandingan qt qhitung qdan qt qtabel. 

 qt qtabel= q qt q(α/2 q; qn-k-1) 

 = q qt q(0,025 q; q140-5-1) 

 = q qt q(0,025 q; q134) 
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 = q1,9778 

1. Diketahui qnilai qsig. q0,000<0,05 qdan qnilai qt qhitung q5,823>1,9778, qkesimpulannya 

qbahwa qterdapat qpengaruh qantara qvariabel qindependen qpajak qdaerah qterhadap 

qvariabel qdependen q qbelanja qmodal qdan qhipotesis qpertama q(H1) qditerima. q 

2. Diketahui qnilai qsig. q0,009 q<0,05 qdan qnilai qt qhitung q-2,667 q< q1,9778 

qkesimpulannya qbahwa qtidak qterdapat qpengaruh qantara qvariabel qindependen 

qretribusi qdaerah qterhadap qvariabel qdependen qbelanja qmodal qdan qhipotesis qkedua 

q(H2) qditolak. 

3. Diketahui qnilai qsig. q0,003<0,05 qdan qnilai qt qhitung q3,032>1,9778 qkesimpulannya 

qbahwa qterdapat qpengaruh qantara qvariabel qindependen qlain-lain qpad qyang qsah 

qterhadap qvariabel qdependen qbelanja qmodal qdan qhipotesis qtiga q(H3) qditerima. 

4. Diketahui qnilai qsig. q0,000<0,05 qdan qnilai qt qhitung q3,637>1,9778 qkesimpulannya 

qbahwa qterdapat qpengaruh qantara qvariabel qindependen qDAK qterhadap qvariabel 

qdependen qbelanja qmodal qdan qhipotesis qempat q(H4) qditerima. 

5. Diketahui qnilai qsig. q0,003>0,05 qdan qnilai qt qhitung q3,043>1,9778 qkesimpulannya 

qbahwa qterdapat qpengaruh qantara qvariabel qindependen qpertumbuhan qekonomi 

qterhadap qvariabel qdependen qbelanja qmodal qdan qhipotesis qlima q(H5) qditerima. 

Berdasarkan qhasi quji qt q(uji qindividual qsignifikan q– qt) qpada qtabel q4.10 qdapat 

qdijelaskan qdalam qpersamaan q: 

64.409.074 q+ q0,490X1 q-1,392X2 q+ q0,469X3 q+ q0,337X4 q+ q1890,167X5 
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1. Nilai qkonstan qbernilai q64.409.074 qartinya qjika qsemua qvariabel qpajak qdaerah, 

qretribusi qddaerah, qlain-lain qpad qyang qsah, qdana qalokasi qkhusus, qdan qpertumbuhan 

qekonomi qbernilai q0 q(nol) qmaka qbelanja qmodal q qbernilai q64.409.074. 

2. Nilai qkoefisien qregresi qvariabel qpajak qdaerah q(X1) qbernilai qpositif q(+) qsebesar 

q0,490 qmaka qdapat qdiartikan qbahwa qvariabel qpajak qdaerah q(X1) qmeningkat qmaka 

qvariabel qbelanja qmodal q(Y) qjuga qakan qmeningkat, qbegitu qjuga qsebaliknya. 

3. Nilai qkoefisien qregresi qvariabel qretribusi qdaerah q(X2) qbernilai qnegatif q(-) qsebesar q-

1,392 q qmaka qdapat qdiartikan qbahwa qvariabel q qretribusi qdaerah q(X2) q qmeningkat 

qmaka qvariabel qbelanja qmodal q(Y) q qakan qmenurun, qbegitu qjuga qsebaliknya. 

4. Nilai qkoefisien qregresi qvariabel qlain-lain qpad qyang qsah q(X3) qbernilai qpositif q(+) 

qsebesar q0,469 qmaka qdapat qdiartikan qbahwa qvariabel qlain-lain qpad qyang qsah q(X3) 

qmeningkat qmaka qvariabel qbelanja qmodal q(Y) q qjuga qakan qmeningkat, qbegitu qjuga 

qsebaliknya. 

5. Nilai qkoefisien qregresi qvariabel qdana qalokasi qkhusus q(X4) qbernilai qpositif q(+) 

qsebesar q0,337 qmaka qdapat qdiartikan qbahwa qvariabel qdana qalokasi qkhusus q(X4) 

qmeningkat qmaka qvariabel qbelanja qmodal q(Y) q qjuga qakan qmeningkat, qbegitu qjuga 

qsebaliknya. 

6. Nilai qkoefisien qregresi qvariabel qpertumbuhan qekonomi q(X5) qbernilai qnegatif q(+) 

qsebesar q1890,167 qmaka qdapat qdiartikan qbahwa qvariabel qpertumbuhan qekonomi 

q(X5) q qmeningkat qmaka qvariabel qbelanja qmodal q(Y) qakan qmenurun, qbegitu qjuga 

qsebaliknya. 
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4.3. Pembahasan qPenelitian 

4.3.1. Pengaruh qPajak qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

Pajak qdaerah qmerupakan qpenggeluaran qyang qdikenakan quntuk qmendukung 

qoperasional qpemerintah qdaerah qdan qmemelihara qkesejahteraan qmasyarakat. qUji 

qhipotesis qmengenai qpengaruh qdari qpajak q qdaerah qterhadap qbelanja qmodal q qdalam 

qpenelitian qmenghasilkan qkoefisien qregresi qdengan qnilai q0,490 qyang qartinya qjika 

qvariabel qindependen qmeningkat qsatu q(1) qsatuan qdengan qvariabel qindependen qlainnya 

qkonstan qatau qtetap, qmaka qvariabel qdependen qbelanja qmodal qnaik q0,490 qsatuan qdengan 

qnilai qsignifikansi q(sig.) qsebesar q0,000 qlebih qkecil qdari q0,05 q(0,000<0,05) 

qkesimpulannya qbahwa qpajak qdaerah qmemiliki qpengaruh qpositif qterhadap qbelanja 

qmodal qditerima. qKoefisien qregresi qyang qpositif qpada qpajak qdaerah qartinya qsemakin 

qmeningkat qatau qtinggi qpajak qdaerah qmaka qsemakin qmeningkat qpada qbelanja qmodal, 

qdan qberpengaruh qsignifikan. qHasil qpengujian qini qmendukung qbahwa qpajak qdaerah 

qmemiliki qpengaruh qpositif qterhadap qbelanja qmodal qdan qyang qmenyatakan q(Murti q& 

qTrisnawati, q2021) qdan q(Sudika q& qBudiartha, q2017) qpajak qdaerah qbahwa qsemakin 

qmeningkat qpajak qdaerah qmaka qsemakin qmeningkat qpula qbelanja qmodal qyang qakan 

qdiperoleh qpemerintah qdaerah qtersebut. 

Menurut q(Murti q& qTrisnawati, q2021) qsemakin qtingginya qtingkat qpajak qdaerah 

qakan qberkontribusi qpada qpeningkatan qbelanja qmodal qyang qdiperoleh qoleh qpemerintah 
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qdaerah. qDengan qdemikian, qpembayaran qpajak qsecara qrutin qoleh qmasyarakat qsecara 

qlangsunsung qakan qmeningkatkan qsumber qkeuangan qdaerah, qyang qdapat qdi qalokasikan 

quntuk qmembiayai qinisiatif-inisiatif qpengeluaran qdaerah qyang qbertujuan qmeningkatkan 

qpelayanan qpublik. qUntuk qmeningkatkan qpenerimaan qbelanja qmodal qpemerintah 

qdiharapkan qdapat qlebih qefisien qdalam qmemaksimalkan qpenerimaan qpendapatan qasli 

qdaerah qtermasuk qpajak, qretribusi qdaerah qdan qsumber qpendapatan qlainnya. qPeningkatan 

qbelanja qmodal qakan qberdampak qpositif qpada qkesejahteraan qmasyarakat q(Sudika q& 

qBudiartha, q2017). 

Namun qhasil qtersebut qbertentangan qdengan q(Ameilia q& qSyaifuddin, q2022), 

q(Wahyudi q& qHandayani, q2015) qdan q(Sitohang q& qSaepulloh, q2021) qyang qmenyatakan 

qbahwa qpajak qdaerah qtidak qberpengaruh qterhadap qbelanja qmodal. 

4.3.2. Pengaruh qRetribusi qDaerah qterhadap qBelanja qModal 

Retribusi qDaerah qdapat qmenjadi qbagian qdari qsumber qpendapatan qyang 

qsignifikan qbagi qpemerintah qdaerah qdan qdapat qmendukung qkebijakan qpembangunan 

qdaerah qdengan qmemastikan qbahwa qbiaya qpelayanan qatau qizin qtertentu qditanggung qoleh 

qpenerima qmanfaatnya. qUji qhipotesis qmengenai qpengaruh qretribusi qdaerah qterhadap 

qbelanja qmodal qdalam qpenelitian qmenghasilkan qkoefisien qdengan qnilai q-1,392 qyang 

qartinya qapabila qretribusi qdaerah qmeningkat qsatu q(1) qsatuan qdengan qvariabel 

qindependen qlainnya qkonstan qatau qtetap, qmaka qvariabel qdependen qbelanja qmodal qturun 

qsebesar q-1,392 qsatuan qdengan qnilai qsignifikansi q(sig.) qsebesar q0,009 qlebih qkecil qdari 

q0,05 q(0,009<0,05) qkesimpulannya qretribusi qdaerah qberpengaruh qnegatif qterhadap 

qbelanja qmodal, qmaka qhipotesis qH2 qditolak. qKoefisien qregresi qbernilai qnegatif qpada 
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qretribusi qdaerah qmenunjukkan qbahwa qapabila qretribusi qdaerah qmeningkat qmaka 

qbelanja qmodal qakan qmenurun. qHasil qpengujian qini qmendukung qbahwa qretribusi qdaerah 

qtidak qberpengaruh qterhadap qbelanja qmodal q qdalam qpenelitian q(Murti q& qTrisnawati, 

q2021), q(Kristiyanti q& qDewi, q2021), q(Pratama qet qal., q2021) qdan q(Sudika q& qBudiartha, 

q2017). 

Menurut qSudika q& qBudiartha q(2017) qSituasi qini qmuncul qkarena qmanajemen 

qpengelolaan qpendapatan qdari qretribusi qdaerah qbelum qoptimal, qsehingga qproporsi 

qretribusi qdalam qpendapatan qdaerah qmasih qrendah. qPeningkatan qretribusi qdaerah qdan 

qpenurunan qbelanja qmodal qdapat qterjadi qkarena qkebijakan qpemerintah qdaerah qyang 

qlebih qfokus qpada qupaya qmeningkatkan qpendapatan qsegera, qtanpa qmemprioritaskan 

qalokasi qanggaran quntuk qinvestasi qjangka qpanjang. qRetribusi qdaerah qdi qkabupaten/kota 

qdi qJawa qTengah qbelum qsepenuhnya qdialokasikan quntuk qbelanja qmodal. qHal qini 

qdisebabkan qoleh qrendahnya qkesadaran qmasyarakat qdan qpengelola qfasilitas qdalam 

qmembayar qdan qmelaporkan qbiaya qfasilitas qumum qyang qmereka qgunakan. qPentingnya 

qmemastikan qbahwa qkebijakan qpemerintah qdaerah qterkait qdengan qpeningkatan qretribusi 

qdaerah qdan qalokasi qbelanja qmodal qdidasarkan qpada qinsentif qyang qsesuai qdan 

qpengelolaan qdana qyang qefisien qdan qefektif, qserta qmengutamakan qkepentingan qjangka 

qpanjang qmasyarakat qdan qpemerintah qdaerah. qDana qdari qretribusi qdaerah qsendiri 

qdigunakan quntuk qmemperbaiki qfasilitas qumum qtersebut. qRetribusi qdaerah qdapat qberupa 

qtiket qmasuk qwisata, qpasar qtradisional, qparkir qatau qpelayanan qpublik qlainnya. 

qkebersihan, qpasar qtradisional qdan qfasilitas qpelayanan qpublik qlainnya(Murti q& 

qTrisnawati, q2021). q 
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Namun qhasil qtersebut qbertentangan qdengan q(Ramlan qet qal., q2016), q(Wahyudi q& 

qHandayani, q2015) qdan q(Intani q& qWaluyo, q2018) qmenyatakan qbahaw qretribusi qdaerah 

qberpengaruh qpositif qterhadap qBelanja qModal. qSemakin qtinggi qpenerimaan qRetribusi 

qDaerah, qmaka qBelanja qModal qyang qdikeluarkan qjuga qakan qtinggi. q 

4.3.3. Pengaruh qLain-Lain q qPAD qYang qSah qTerhadap qBelanja qModal 

Lain-lain qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah qmerupakan qkategori qpenerimaan 

qtambahan qdalam qpendapatan qdaerah, qyang qmelibatkan qpendapatan qkecil-kecilan qdari 

qbeberapa qsumber qyang qdimiliki qpemerintah qdaerah. qIni qmencakup qhasil qdari 

qpenerimaan qdari qkegiatan qsewa, qpenjualan qperalatan qberat qdan qjas, qbunga qdari 

qsimpanan qdi qgiro qdan qbank, qserta qpendapatan qyang qberasal qdari qsanksi qterhadap 

qkontrakor. qUji qhipotesis qmengenai qpengaruh qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah 

qterhadap qbelanja qmodal q qpada qpenelitian qini qmenghasilkan qkoefisien qregresi qsebesar q 

q0,469 qartinya qapabila qlain-lain qpad qmeningkat q1 q(satu) qsatuan qdengan qvariabel 

qindependen qlainnya qkonstan qatau qtetap, qmaka qvariabel qdependen qbelanja qmodal qjuga 

qakan qmeningkat qsenilai q0,469 qsatuan qdengan qnilai qsignifikansi q(sig.) qsebesar q0,003 

qlebih qkecil qdari q0,05 q(0,003<0,05) qkesimpulannya qretribusi qdaerah qmemiliki qpengaruh 

qterhadap qbelanja qmodal, qmaka qhipotesis qH3 qditerima. qKoefisien qregresi qbernilai 

qpositif qpada qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah qmenunjukkan qbahwa qapabila 

qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah qyang qsah qnaik qatau qmeningkat qmaka qakan qmejadikan 

qbelanja qmodal qjuga qmeningkat, qtetapi qtidak qberpengaruh qsignifikan. qHasil qpengujian 

qini qmendukung q(Ramlan qet qal., q2016) qdan q(Martini qet qal., q2022) qmenyatakan qapabila 
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qlain-lain qPAD qyang qsah qmeningkat qdan qmaka qsecara qotomatis qakan qbertambah qPAD 

qdan qbisa qdigunakan quntuk qpengalokasian qpada qbelanja. qPeningkatan qdalam qPAD 

qdiharapkan qakan qberdampak qpada qoptimalisasi qkualitas qpelayanan qbagi qmasyarakat. q 

Menurut qRamlan qet qal. q(2016) qdan qMartini qet qal. q(2022) qPeningkatan 

qpendapatan qlain-lain qPendapatan qAsli qDaerah q(PAD) qyang qsah qakan qberdampak 

qpositif qpada qpeningkatan qalokasi qbelanja qmodal qoleh qpemerintah qdaerah. qHal qini 

qterjadi qkarena qpemerintah qdaerah qmengoptimalkan qpenerimaan qyang qberasal qdari 

qsumber-sumber qPAD qyang qsah qlainnya. qSituasi qini qsesuai qdengan qprinsip qanggaran 

qyang qmenyatakan qbahwa qpemerintah qdapat qmembiayai qpengeluarannya qmelalui 

qpendapatan qyang qdiperoleh qsecara qlokal. qPembangunan qinfrastruktur qdan qfasilitas 

qpublik qbertujuan quntuk qmeningkatkan qkesejahteraan qmasyarakat qdan qmenarik 

qinvestasi. qDengan qadanya qpembangunan qinfrastruktur qdi qsektor qindustri, qpendapatan 

qdaerah qseperti qpajak qdan qretribusi qdaerah qjuga qmeningkat. qIni qpada qgilirannya qakan 

qmeningkatkan qkemandirian qdaerah. qPendapatan qtambahan qtersebut qkemudian 

qdialokasikan quntuk qberbagai qinvestasi qpemerintah qdaerah, qtermasuk qpeningkatan 

qalokasi qbelanja qmodal quntuk qmeningkatkan qstandar qminimum qpelayanan qpublik. 

qUntuk qmencapai qstandar qtersebut, qpemerintah qperlu qmemaksimalkan qpenerimaan 

qdaerah, qterutama qdari qpajak qdaerah qdan qPAD qlainnya qyang qsah, qsehingga qtotal qPAD 

qyang qditerima qmeningkat. qPendapatan qtersebut qkemudian qdigunakan quntuk 

qmembiayai qbelanja qdaerah, qterutama qbelanja qmodal. 
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Namun qhasil qtersebut qbertentangan qdengan q(Murti q& qTrisnawati, q2021) qdan 

q(Nurdiwaty qet qal., q2017) qyang qmenyatakan qbahwa qlain-lain qpendapatan qasli qdaerah 

qyang qsah qtidak qberpengaruh qterhadap qbelanja qmodal. 

4.3.4. Pengaruh qDana qAlokasi qkhusus qterhadap qBelanja qModal 

DAK qatau qdana qalokasi qkhusus qmerujuk qpada qalokasi qpendanaa qyang 

qdisediakan qoleh qpemerintah qpusat quntuk qpemerintah qdaerah qguna qmendukung 

qpembiayaan qyang qspesifik qdan qmerupakan qtanggung qjawab qbagi qdaerah qserta qmenjadi 

qprioritas qdalam qagenda qpembangunan qnasional. qUji qhipotesis qmengenai qperngaruh 

qdana qalokasi qkhusus q(DAK) q qterhadap qbelanja qmodal qpada qpenelitian qini 

qmenghasilkan qkoefisien qregresi qsebesar q0,337 qyang qartinya qjika qdana qalokasi qkhusus 

qmeningkat qsatu q(1) qsatuan quntuk qvariabel qindependen qlain qkonstan, qmaka qvariabel 

qdependen qbelanja qmodal qjuga qakan qmeningkat q0,337 qsatuan qdengan qnilai qsignifikansi 

q(sig.) qsebesar q0,000 qyang qberarti qlebih qkecil qdari q0,05 q(0,000<0,05) qkesimpulannya 

qdana qalokasi qkhusus qmemiliki qpengaruh qterhadap qbelanja qmodal, qmaka qhipotesis qH4 

qditerima. qKoefisien qregresi qbernilai qpositif qpada qdana qalokasi qkhusus qmenunjukkan 

qapabila qDAK qmeningkat qatau qnaik qmaka qbelanja qmodal qjuga qakan qmeningkat qdan 

qberpengaruh qsignifikan. qHasil qpengujian qini qmendukung qdana qalokasi qkhusus 

qberpengaruh qpositif qterhadap qbelanja qmodal q qdalam qpenelitian q(Murti q& qTrisnawati, 

q2021), q(Sudika q& qBudiartha, q2017), q(Sugiyanta, q2016) qdan q(Wandira, q2013). 

 Semakin qbesar qalokasi qdana qtransfer qdari qpendapatan qAPBN qditujukan quntuk 

qmendukung qkegiatan qyan qkhusus qterkait qdengan qdaerah qsesuai qdengan qprioritas 



67 
 

 

qnasional qke qsuatu qdaerah, qmenandakan qpeningkatan qsignifikan qdalam qbelanja qmodal 

qdaerah qtersebut. qPentingnya qpenggunaan qinstrumen qkebijakan qfiskal qseperti qDAK 

qsebagai qinsentif qbagi qpemerintah qdaerah quntuk qmeningkatkan qbelanja qmodal qsesuai 

qdengan qprioritas qnasional qdan qkebutuhan qmasyarakat qsetempat, qserta qmemastikan 

qpengawasan qdan qakuntabilitas qyang qbaik qdalam qpenggunaan qdana qtersebut. qOleh 

qkarena qitu qkesimpulannya qDana qAlokasi qKhusus q(DAK) qberdampak qyang qpositif qpada 

qpeningkatan qbelanja qmodal qpada qtingkat qdaerah q q(Murti q& qTrisnawati, q2021). 

Namun qhasil qtersebut qbertentangan qdengan q(Maryati qet qal., q2022) qdan q(Widiani qet 

qal., q2022) qyang qmenyatakan qbahwa qdana qalokasi qkhusus qtidak qberpengaruh qterhadap 

qbelanja qmodal. 

4.3.5. Pengaruh qPertumbuhan qEkonomi qterhadap qBelanja qModal 

Pertumbuhan qekonomi qmerupakan qangka qyang qmenunjukkan qpeningkatan 

qaktivitas qekonomi qdi qsuatu qdaerah qsetiap qtahunnya. qUji qhipotesis qmengenai qpengaruh 

qdari qpertumbuhan qekonomi qterhadap qbelanja qmodal q qpada qpenelitian qmenghasilkan 

qkoefisien qregresi qdengan qnilai q1890,167 qyang qartinya qjika qpertumbuhan qekonomi 

qmeningkat q1 q(satu) qsatuan qdengan qvariabel qindependen qlainnya qkonstan qatau qtetap, 

qmaka qvariabel qdependen qbelanja qmodal qakan qmeningkat q1890,167 qsatuan qdengan qnilai 

qsignifikansi q(sig.) qsebesar q0,003 qlebih qkecil qdari q0,05 q(0,003<0,05) qkesimpulannya 

qpertumbuhan qekonomi qmemiliki qpengaruh qterhadap qbelanja qmodal qdan qhipotesis qlima 

q(H5) qditerima. qKoefisien qregresi qbernilai qpositif qpada qpertumbuhan qekonomi 

qmenunjukkan qbahwa qapabila qpertumbuhan qekonomi qmeningkat qmaka qbelanja qmodal 
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qjuga qakan qmeningkat q qdan qberpengaruh qsignifikan.. qHasil qpengujian qini qmendukung 

qbahwa qpertumbuhan qekonomi qberpengaruh qterhadap qbelanja qmodal q qdalam qpenelitian 

q(Sudrajat q& qPurniawati, q2017) qdan q q(Ayem q& qPratama, q2018). 

Menurut q(Ayem q& qPratama, q2018) qPeningkatan qdalam qpertumbuhan qekonomi 

qyang qdiikuti qoleh qpeningkatan qpendapatan qdaerah qseharusnya qmampu qmeningkatkan 

qalokasi qanggaran quntuk qinvestasi qdi qsuatu qdaerah. qDengan qterdapatnya qhubungan qyang 

qkuat qantara qdesentralisasi qfiskal qdan qpertumbuhan qekonomi, qmemberikan qlebih 

qbanyak qkewenangan qkepada qdaerah qdalam qpengelolaan qkeuangannya qakan qmemiliki 

qdampak qyang qlebih qbesar qterhadap qpertumbuhan qekonomi. qSemakin qtinggi 

qpertumbuhan qekonomi, qmaka qanggaran qyang qdialokasikan quntuk qinvestasi qakan 

qsemakin qtinggi, qdan qsebaliknya, qjika qpertumbuhan qekonomi qrendah, qanggaran quntuk 

qinvestasi qjuga qakan qcenderung qlebih qrendah. qPertumbuhan qekonomi qmemiliki 

qpengaruh qyang qsignifikan qterhadap qalokasi qanggaran quntuk qbelanja qmodal. qTemuan 

qini qmenunjukkan qbahwa qpertumbuhan qekonomi qmungkin qmengalami qpenurunan qjika 

qterdapat qanggaran qmodal qyang qbesar. qKemungkinan qini qdapat qdisebabkan qoleh 

qketidakmerataan qpembangunan, qyang qmenyebabkan qmasih qadanya qdaerah qtertinggal 

qyang qdapat qmenghambat qpertumbuhan qekonomi qdi qsekitarnya. 

Namun qpenelitian qini qbertentangan qdengan q(Mundiroh, q2019), qdan q(Waskito qet 

qal., q2019) qyang qmenyatakan qbahwa qpertumbuhan qekonomi qberpengaruh qterhadap 

qbelanja qmodal q(Sudrajat q& qPurniawati, q2017). 
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BAB qV q 

PENUTUP 

5.1. Simpulan q 

Berdasarkan qhasil qpenelitian qdan qpembahasan qmengenai qpengaruh qPajak qDaerah, 

qRetribusi qDaerah, qLain-Lain qPAD qyang qSah, qDana qAlokasi qKhusus qdan qPertumbuhan 

qEkonomi qterhadap qBelanja qModal qpada qKabupaten/Kota qProvinsi qJawa qTengah, qmaka 

qpada qbagian qakhir qdari qpenelitian qini qpenulis qmenarik qkesimpulan qsebagai qberikut: 

1. Dalam qrentang qtahun q2017-2020, qdapat qdisimpulkan qbahwa qPajak qDaerah 

qmemiliki qdampak qyang qsignifikan qterhadap qBelanja qModal qdi qKabupaten/Kota 

qProvinsi qJawa qTengah. qArtinya, qketerkaitan qantara qpenerimaan qpajak qdaerah qdan 

qalokasi qanggaran quntuk qbelanja qmodal qmemiliki qketerkaitan qdan qbersifat 

qsignifikan qselama qperiode qtersebut. 

2. Retribusi qDaerah qtidak qmenunjukkan qpengaruh qyang qsignifikan qterhadap qBelanja 

qModal qKabupaten/Kota qProvinsi qJawa qTengah qtahun q2017-2020. qArtinya, 

qpendapatan qdari qretribusi qdaerah qtidak qsecara qkonsisten qatau qkuat qmemengaruhi 

qalokasi qanggaran quntuk qbelanja qmodal. 

3. Lain-Lain qPAD qyang qsah qmemiliki qpengaruh qterhadap qBelanja qModal qpada 

qKabupaten/Kota qProvinsi qJawa qTengah qtahun q2017-2020. qHal qini qmenunjukkan 

qbahwa qpeningkatan qpendapatan qdari qkategori qtersebut qsecara qkonsisten qatau qkuat 

qmempengaruhi qalokasi qanggaran quntuk qbelanja qmodal qdi qtahun qtersebut. 
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4. Dana qAlokasi qKhusus qberpengaruh qpositif qsignifikan qterhadap qbelanja qmodal 

qpada qKabupaten/Kota qProvinsi qJawa qTengah qtahun q2017-2020. qHal qini 

qmenunjukkan qbahwa qadanya qdana qkhusus qtersebut qsecara qkonsisten qmemberikan 

qkontribusi qpositif qdalam qmeningkatkan qalokasi qanggaran quntuk qbelanja qmodal 

qpada qtahun q2017-2020. 

5. Pertumbuhan qEkonomi qmemiliki qpengaruh qterhadap qBelanja qModal qpada 

qKabupaten/Kota qProvinsi qJawa qTengah qtahun q2017-2020 qHal qini qmenunjukan 

qbahwa qterdapat qpengaruh qyang qsignifikan qantara qpertumbuhan qekonomi qdan 

qbelanja qmodal qdi qtingkat qdaerah qtersebut. qArtinya, qkenaikan qtingkat qpertumbuhan 

qekonomi qsecara qkonsisten qatau qkuat qmempengaruhi qbesaran qalokasi qanggaran 

quntuk qbelanja qmodal qditahun qtersebut. 

5.2. Implikasi qPenelitian 

Berdasarkan qhasil qkesimpulan qpenelitian qtersebut qdapat qdikemukakan qimplikasi 

qpenelitian qteoritis qdan qpraktis qsebagai qberikut: 

1. Implikasi qpenelitian qteoritis: 

a. Temuan qbahwa qPajak qDaerah qmemiliki qdampak qsignifikan qterhadap qBelanja 

qModal qmenunjukkan qpentingnya qperan qpendapatan qpajak qdalam qpembangunan 

qinfrastruktur qdan qpengembangan qdi qtingkat qdaerah. qIni qmendukung qteori 

qbahwa qsumber qpendapatan qyang qkuat qdan qstabil, qseperti qpajak, qdapat 

qmendukung qpemerintah qdaerah qdalam qmeningkatkan qinvestasi qpembangunan. 
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b. Perlunya qkajian qlebih qlanjut qtentang qfaktor-faktor qyang qmemengaruhi 

qketidakkonsistenan qpengaruh qretribusi qdaerah qterhadap qbelanja qmodal. qHal qini 

qdapat qmembantu qpenyusunan qkebijakan qyang qlebih qefektif qdalam 

qmengalokasikan qsumber qdaya qke qbelanja qmodal. 

c. Pengaruh qpositif qLain-Lain qPAD qyang qsah qterhadap qBelanja qModal 

qmenunjukkan qbahwa qvariasi qpendapatan qdari qsumber-sumber qPAD qtertentu 

qbisa qmenjadi qsumber qyang qpotensial quntuk qmendukung qinvestasi 

qpembangunan. qOleh qkarena qitu, qpenting qbagi qpemerintah qdaerah quntuk 

qmemperhatikan qdiversifikasi qpendapatan qagar qdapat qmemaksimalkan qalokasi 

qanggaran quntuk qbelanja qmodal.. 

d. Pentingnya qmempertimbangkan qalokasi qdana qkhusus qdalam qperencanaan 

qanggaran qbelanja qmodal. qKetersediaan qdana qkhusus qdapat qmemberikan 

qkontribusi qyang qsignifikan qterhadap qpeningkatan qbelanja qmodal qdi qtingkat 

qdaerah. 

e. pentingnya qpertumbuhan qekonomi qdalam qmendukung qpembangunan qdi qtingkat 

qdaerah. qImplikasinya qadalah qbahwa qkebijakan qyang qmendorong qpertumbuhan 

qekonomi qlokal qdapat qsecara qpositif qmemengaruhi qalokasi qanggaran quntuk 

qbelanja qmodal, qyang qpada qgilirannya qdapat qmeningkatkan qkesejahteraan 

qmasyarakat. 

2. Implikasi qpenelitian qpraktis: 

a. Pemerintah qdaerah qdi qProvinsi qJawa qTengah qperlu qmemperhatikan qperan 

qpenting qpajak qdaerah qdalam qmendukung qinvestasi qpembangunan. qOleh qkarena 
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qitu, qstrategi qpengelolaan qpajak qyang qefektif qdan qefisien qperlu qditingkatkan 

quntuk qmemastikan qsumber qpendapatan qyang qstabil. 

b. Perlunya qdiversifikasi qsumber qpendapatan qdaerah qdan qpeningkatan qefisiensi 

qdalam qpengelolaan qpendapatan qdaerah quntuk qmendukung qpeningkatan qbelanja 

qmodal. 

c. Diversifikasi qsumber qpendapatan qdaerah qperlu qdipertimbangkan qagar 

qpemerintah qdaerah qdapat qmemanfaatkan qpotensi qpendapatan qdari qberbagai 

qsumber qPAD qyang qberbeda quntuk qmendukung qinvestasi qpembangunan. 

d. Penggunaan qDana qAlokasi qKhusus: qPenemuan qbahwa qdana qalokasi qkhusus 

qmemiliki qpengaruh qpositif qterhadap qbelanja qmodal qmenekankan qpentingnya 

qpenggunaan qdana qini qsecara qefektif qdan qtransparan quntuk qmeningkatkan 

qpembangunan qinfrastruktur qdan qpembangunan qlainnya qdi qtingkat qdaerah. 

e. Kebijakan qyang qmendorong qpertumbuhan qekonomi qlokal qperlu qdidorong quntuk 

qmeningkatkan qsumber qpendapatan qdaerah qdan qmemperkuat qbasis qpajak qserta 

quntuk qmendukung qpembangunan qinfrastruktur qdan qpengembangan qdi qtingkat 

qdaerah. 

5.3. Keterbatasan qPenelitian 

Berdasarkan qpenelitian qyang qtelah qdilakukan, qpenulis qmenyadari qbahwa qadanya 

qketerbatasan qpada qpenelitian qini: q 

Keterbatasan qdalam qpenelitian qini qyaitu qmenggunakan q qtransform qdata qpada 

qautokorelasi, qsehingga quntuk qmenormalkan qdata qmenggunakan qtransformasi qLag. 
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5.4. Agenda qPenelitian qMendatang 

Berdasarkan qketerbatasan qpenelitian qyang qtelah qdisampaikan, qmaka qdidapatkan 

qsaran qsebagai qberikut: q 

Bagi qpeneliti qselanjutnya qjuga qdapat qdilakukan qdengan qmenambah qjangka qwaktu 

qpenelitian qdan qmemperbarui qtahun qpenelitian. qBagi qpeneliti qselanjutnya qdapat 

qmenggunakan qmetode qalternatif qlain qdalam qmelalukan qestimasi qparameter q quntuk 

qmengatasi qdata qyang qtidak qmemenuhi qasumsi qBLUE qseperti qSmart qPLS.
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